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kepada kedua orang tuamu. Hanya lgapai JAku kembalimu.” (QS. Al-Lugman:
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ABSTRAK

Mohammad Andrean Shah, 2024: Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020
dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan
Krejengan Kabupaten Probolinggo.

Kata Kunci: Implementasi, Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020
merupakan Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Probolinggo yang menjelaskan
mengenai penanggulangan kemiskinan, bahwasannya kemiskinan perlu diatasi
sehingga diperlukan langkah yang telah tersusun dengan baik dalam cita-cita
untuk dapat terpenuhinya hak dasar warga negara secara layak.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana)rr]plementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020
tentang Penanggulangan Kemiskina esa Patemon Kecamatan Krejengan
Kabupaten Probolinggo? 2) Apa fakt I E ung dan penghambat Implementasi
Perda Nomor 3 Tahun 2020 di Desa=Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten
Probolinggo? Tujuan penelitian adalaly: tuk mengetahui implementasi Perda
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peng@lig gan Kemiskinan di Desa Patemon
Kecamatan Krejengan Kabupa gg@. 2) Untuk mengetahui faktor
pendukung dan penghambat im [ Nomor 3 Tahun 2020 di Desa
Patemon Kecamatan Krejengan linggo.

Jenis penelitian tan studi kasus. Teknik
pengumpulan data me n dokumentasi, teknik

analisis data mengguna i 3 Mi Huberman, keabasahan
data menggunakan te i teknik.
Hasil penelitian: 1) Tmplementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tidak sesuai

karena terjadinya KeiigRYH REITRS[SIAMNBEE R{sebabkan kurangnya
perhatian dan 2) Faktor
Pendukung daw&mmMﬁﬁ%uﬁﬁﬁmrawlkqemm
dalam pemberian dana bantua s t\@) Ersgla rana dan prasarana kebutuhan
jasa angkutan hasil panen, ersedia sarana an prasarana kebutuhan jasa
angkutan hasil panen, sedangkan Penghambat, a) Terlalu banyak program atau

kebijakan dari Pemerintah, b) Kekeliruan data kemiskinan, ¢) Belum adanya
update data terbaru.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk miskin yang ada di Indonesia pada bulan Maret 2023
sebesar 9,36%, kemudian menurun sebesar 0,21% pada bulan September
2022 dan 0,18% di bulan Maret 2022. Jumlah penduduk warga miskin di
Indonesia pada bulan Maret 2023 sebesar 25,90 juta jiwa, kemudian turun
sebanyak 0,46 juta jiwa pada September 2022 dan menurun 0,26 juta jiwa
pada Maret 2022. Penduduk miskin Perkotaan pada bulan Maret 2023
sebanyak 7,29%, yang kemudi’af;h‘p] dibulan September 2022 sebanyak
7,53%. Dan penduduk miskin Pbﬂefin‘-ﬁjlan Maret 2023 sebanyak 12,22%,
hal ini turun jika perbandingan dengan pada saat bulan September 2022
yang sebanyak 12,36%. Dibul

sebesar 11,98 juta jiwa di g Maret 2023 penduduk miskin

ber 2022 warga Perkotaan miskin

menurun sebesar 11,74 juta n jumlah penduduk miskin pada
Maret 2022 sebes MOZS sebesar 14,16 juta
jiwa. Garis MS yang sebanyak
Rp.550.458/kapi an pembagian warga
kemiskinan ma[lJaN:INERSdQTmS I@LMNIEG\Eﬂda kemiskinan yang
selain bukKIﬁI(a]EIAHaMHMﬁE &B"Dl&a bulan Maret

2023 Rumah Tangga Mis}inE%TMdi]}hchesR sebanyak 4,71 Kepala Rumah
Tangga. Garis kemiskinan perumah tangga dihitung dan mendapatkan rata-

rata sebanyak Rp. 2.592.657/rumah tangga miskin/RTM perbulan.2

Indonesia sendiri terdapat beberapa Daerah miskin salah satunya di
Jawa Timur, penduduk miskin bulan Maret 2023 di Jawa Timur sebesar
10,35%, jumlah angka ini turun sebanyak 0,14% jika perbandingannya pada
saat bulan September 2022 yang jumlahnya 10,49% jumlah ini menurun di

bulan maret 2022 sebesar 0,03% yang sebesar 10,38%. Jumlah warga miskin

2 profil Kemiskinan di Indonesia tahun 2023, Badan Pusat Statistik, 17 Juli 2023,

https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-

2023.html.



pada bulan September 2022 sebanyak 4,24 juta warga, dan terus turun di
bulan Maret. Tahun 2023 sebesar 47,7 ribu jiwa jumlah penduduk miskin
menjadi 4,19 juta jiwa. Penduduk miskin di Daerah Jawa Timur di Perkotaan
menurun yang awalnya di September tahun 2022 sejumlah 1,752 juta jiwa
kemudian ditahun 2023 jumlah penduduk miskin menjadi 1,703 juta jiwa.
Pada Daerah Pedesaan jumlah kemiskinan meningkat sebanyak seribu jiwa
yang awalnya pada september tahun 2022 sejumlah 2,484 juta jiwa yang
selanjutya di bulan Maret 2023 penduduk miskin Perdesaan naik sejumlah
2,485 juta orang. Garis kemiskinan di Jawa Timur pada bulan Maret 2023
sebesar Rp. 507.286/kapita/bulan yang kemudian dilakukannya pembagian
kemiskinan atau kekurangan mz;l@n',é}besar Rp. 384.426 dengan persentase
sebesar 75,78% dan kemiskinaﬁke‘a’ﬂﬁkan makanan sebesar Rp. 122.860

dengan persentase 24,22%. Ru ala Keluarga miskin di Jawa Timur

rata-rata mempunyai 4,24 jumi anggota rumah tangga yang hidup

dibawah garis kemiskinan,

Rp. 2.150.893/Rumah.Tang kiry gérbtfan.

Selanjutnyh @awa Timur adalah di
Kabupaten ProbWSkin karena di tahun
2022, 17,12% T . un 2020, ada 218,35
ribu jiwa pendtﬂmmﬁﬁm ﬁ&keﬁ%ﬂﬁ&ﬁelﬁhn indeks kedalaman
kemisinan KJAI HAJLPAGHMA&p&EBBIQlea penduduk

miskin dengan persentasd 1891 MldaBinkekdkedalaman kemisinan 3,26 P1.
Selanjutnya, pada tahun 2022 ada 203,23 ribu jiwa penduduk miskin dengan

iskinan perrumah tangga sebesar

persentase 17,12% dan indeks kedalaman kemiskinan 2,54 P1. Dengan indeks
keparahan kemiskinan ditahun 2020 sebesar 0,78 P2, tahun 20212 sebesar
0,81 P2, tahun 2022 0,59 P2, dan jumlah garis kemiskinan rata rata sebesar
Rp. 441 531,00/kapita/bulan 2020, tahun 2021 Rp. 451 395,00/kapita/ bulan
dan terakhir tahun 2022 Rp. 475 713,00/kapita/bulan, angka ini masih

% persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur, Dinas Kominfo Jawa Timur, 20 Juli 2023,
https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/maret-2023-persentase-penduduk-miskin-di-jatim-10-35.



https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/maret-2023-persentase-penduduk-miskin-di-jatim-10-35

terbilang tinggi untuk daerah Jawa Timur. *

Kemiskinan merupakan ketidakcocokan suatu kondisi dimana standar
hidup seseorang memang benar-benar tidak ada atau merasa kekurangan,
yang dengan artian dalam istilah kualitatif mengatakan bahwa kondisi atau
yang disebut suatu konsep kemiskinan merupakan kondisi yang tidak pantas
untuk standard hidup manusia. Selain itu dampak kemiskinan berkaitan erat
dengan masalah kesejahteraan dan tingkat minimum yang mendukung
standard hidup suatu Negara. Kemiskinan telah menjadi masalah dunia yang
harus diatasi.”

Kemiskinan adalah suatu permasalahan sosial yang akan selalu ada
dalam setiap lapis keadaan ma,sﬂél!ﬁl Permasalahan ini memiliki tenggat
waktu yang lama dan panjh ng; ﬂ'ﬁ)k permasalahan yang dihadapi

menyangkut berbagai macam be karakter dari manusia itu sendiri.

Masalah penanggulanga inan ini telah diatur dalam Peraturan
Presiden (PERPRES) Nomo

Presiden Nomor 1

entang Perubahan atas Peraturan
g Pergepatan Penanggulangan

Kemiskinan. Pena eraturan Presiden pada

Pasal 1 Nomor 15 AN Program Pemerintah

Pusat dan Pemerlf Nya dilakukan secara tersusun

rapi, terencana, WiN B\éﬁ&%ﬁ&%ﬁnd&kﬁ%&iﬁ@%@d dengan dunia usaha
dan masyaKJAJuHA}LoArGHMABe&&DDJQmIah penduduk
miskin dalam cita-cit§ Imtdvl dBpaE rkningkatkan derajat standar
kesejahteraan rakyat.®

Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi dunia saat ini ialah
kemiskinan. Istilah kemiskinan ini sering kali dianggap sebagai salah satu
bentuk permasalahan pembangunan yang akibatnya mencederai pertumbuhan

* Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, Badan Pusat Statistik Kabupaten
Probolinggo, diakses tanggal 29 Agustus 2023, pukul 10.42,
https://probolinggokab.bps.go.id/indicator/23/58/1/perkembangan-kemiskinan-di-kabupaten-
probolinggo.html.

> Pegertian Kemiskinan, diakses tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 21.00,
https://kuliahpendidikan.com/pengertian-kemiskinan/.

® Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.



https://probolinggokab.bps.go.id/indicator/23/58/1/perkembangan-kemiskinan-di-kabupaten-probolinggo.html
https://probolinggokab.bps.go.id/indicator/23/58/1/perkembangan-kemiskinan-di-kabupaten-probolinggo.html
https://kuliahpendidikan.com/pengertian-kemiskinan/

ekonomi sehingga dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan antara
masyarakat dengan pendapatan Daerah.’

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 adalah suatu Peraturan yang
ditetapkan olen Bupati Probolinggo yang menjelaskan mengenai
Penanggulangan Kemiskinan bahwasannya kemiskinan perlu diatasi sehingga
diperlukan langkah-langkah yang telah tersusun dengan baik dalam cita-cita
untuk dapat terpenuhinya hak dasar warga negara secara layak. Kemudian
upaya kemiskinan juga memerlukan penajaman sasaran, rancangan dan
keterpaduannya suatu program, evaluasi, dan efektifitas anggaran, serta
bertambahnya kekuatan suatu Kglembagaan Negara tingkat Kabupaten,
Kecamatan, Desa atau Kelurahz;gh!ﬂjmentasi yang diterapkan disalah satu
Desa tepatnya di Desa Patemon’l%rwaaerah Nomor 3 Tahun 2020 telah

berjalan namun pada faktanya, dala ngimplementasiannya masih terdapat

kesenjangan atau ketidaktepataniie a pada pasal 15 ayat (2) dijelaskan

bahwa dalam Pasal ini P Tangga dan Individu Sasaran
Program.® Kemudiangdijelas alam_Peraturan Bupati (Perbup)
Nomor 20 Tahun& @aan Peraturan Daerah
(Perda) Nomor W) Mengenai Kriteria
Kemiskinan.” A an di Desa Patemon
terdapat ketidam%%bxﬁ@rmmm&m 3 tahun 2020.
BerKIaAInHM%s]lI A@HMAID &IBD,IQawaIi dengan
ditemukannya bahwa di] DEsa BWAtelBonEiceBamatan Krejengan Kabupaten
Probolinggo terdapat ketidaksesuaian, di mana hal ini merujuk pada keadaan
atau kondisi masyarakat, terdapat mayoritas kondisi yang rumahnya dalam
keadaan bagus, mengonsumsi daging setiap hari, sanggup atau mampu

membayar pengobatan Puskesmas/Poliklinik, mempunyai lahan yang luas

dan lain-lain yang telah sesuai dengan standar yang ada dalam Peraturan

" Aris. Faktor Penyebab Kemiskinan dan Dampaknya, (Blog). Diakses 22 Agustus 2023,
pukul 20.01, https://gramedia.com/literasi/penyebab-kemiskinan/.
Kabupaten Probolinggo. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 Tentang
Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 15.
% Kabupaten Probolinggo. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2023 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 2.




Daerah Nomor 3 Tahun 2020 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2020, masih terdapat tempelen stiker bahwa mereka dalam
keadaan miskin dan perlu bantuan dari Pemerintah Desa, hal ini
menyebabkan ketidaktepatan dalam penentuan kriteria kemiskinan sehingga
membuat dana yang digelontorkan menjadi tidak tepat sasaran.™

Maka dari itu atas uraian latar belakang yang telah peneliti jabarkan
dengan sedikit gambaran, kemudian peneliti atas dasar kegelisahan untuk
mencari tahu alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi, peneliti kemudian
mengambil judul penelitian Implerantasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 Dalam
Penanggulangan Kemiskinan ,g,l-'d{ja Patemon Kecamatan Krejengan
Kabupaten Probolinggo dengh_ly |'ﬂ'{ tujuan untuk menemukan dan

memecahkan masalah yang ber gan Implementasi Peraturan Daerah

tentang Penanggulangan Kemis ngenai Kriteria Sasaran dan Program

Kemiskinan khususnya di ecamatan Krejengan Kabupaten

Probolinggo. N\ /
Fokus Penelitian \ N -
Atas dasar IatMn, maka dapat ditarik

beberapa permEARIVERSITAS ISLAM NEGERI
+ B APHRIFACHMAD' SIDDIQ 2020 tentang

Penanggulangan Kenjskﬁa”i ]gesE Pﬁemon Kecamatan Krejengan
Kabupaten Probolinggo?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Perda Nomor 3
Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten

Probolinggo?

1 Observasi di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, 15
November 2023.



C. Tujuan Penelitian
Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan Krejengan
Kabupaten Probolinggo.

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat
Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan

Krejengan Kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti .
Semoga penelitian ‘,llu ;tlﬁ_q;apkan dapat memberikan suatu

pengalaman terhadap diri seﬁdlgT‘memperluas pengetahuan, mengasah

kemampuan ketajaman berfikii§sehi
2. Bagi Instansi
Diharapkan pene i
sikap, minat, d

bagi mahasiswa

ga dapat mengenal ide-ide baru.

digunakan untuk menanamkan

eflingkatkan prestasi belajar

3. Bagi Masyara
Semodd NIEVIHIR ST TIAS ddphtANEMNEIGER fambahan  wawasan
tentang KAy bvabrd AepindnG3 EENoADNSIPENEX (@u pengetahuan,

juga semoga dapat diJadEar]\gebgaiEekRnendasi bagi suatu kebijakan

yang sedang di canangkan oleh pemerintah.

E. Definisi Istilah
Definisi istilah merupakan pengertian istilah-istilah penting yang menjadi
titik perhatian oleh peneliti dalam judul penelitian ini. Tujuannya agar tidak
terjadinya kesalahpahaman terhadap makna atau istilah yang dimaksud oleh

peneliti.'!

" Tim penyusun, Pedoman Karya Tulis llmiah (Jember: UIN KHAS Jember Press,
2020), 45.



Berikut beberapa definisi yang penulis anggap penting diantaranya:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, dan biasanya
keberkaitannya dengan suatu kegiatan yang kemudian akan dilakukan
pelaksanannya. ™

2. Peraturan Daerah (Perda) adalah yang kemudian diartikan lebih lanjut
bahwa (Perda) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan
dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian
atas dasar persetujuan Kepala Daerah.*®

3. Kemiskinan merupakan suaty keadaan dimana manusia tidak dapat
memenuhi atau untuk tegﬁfl'hfi/a kebutuhan paling mendasar, kata
miskin memiliki arti tiqum’ﬁ'uﬁiki harta, serba kekurangan dan

penghasilan yang sangat r

4. Penanggulangan berasal ta tanggulang yang memiliki arti

menghadapi atau me , penanggulangan adalah sebuah

proses, cara, atgukperb angi.15'

Berdasarkan &a stimaksud dalam judul
penelitian ini adalaneraturan Perundang-
undangan yang dibehtu an dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) yang kenHMVﬁﬁséls&S@&éMﬁﬁﬁe%ﬁé Daerah, mengenai
penentuan kritKIAJNMJIbMMAthOSI/Dmg.pengaruhi baik

pendukung ataupun penghaanaEatMteBnp]fém&tasikannya Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten

Probolinggo.

12 Ziaghi Fadhil Zahran, Implementasi: Pengertian Tujuan dan Jenisnya, Gramedi Blog
diakses Tanggal 29 Agustus 2023, pukul 10.54. https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/.

3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.

4 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kemiskinan diakses tanggal 14 Juni 2024
pukul 17.22 https://kbbi.web.id/kemiskinan.

> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti penanggulangan diakses tanggal 14 Juni
2024 pukul 17.29 https://kbbi.web.id/tanggulang.



https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/

F. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini, hasil dari penelitian kemudian akan disistematikan
menjadi lima bab, yang dimana bab pertama hingga bab terakhir memiliki
keterkaitan satu sama lain. Dalam sistematika pembahasan berisi mengenai
deskripsi jalannnya alur pembahasan skripsi yang diawali dari bab
pendahuluan dan kemudian diakhiri dengan bab penutup.®®

Bab Pertama Pendahuluan, yang dimana cakupannya meliputi latar
belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
definisi istilah, dan yang terakpﬂp lah sistematika pembahasan. Pada
bagian bab pertama pendahuﬁ]/irjl_berfungsi untuk memberikan suatu

pandangan secara umum tentang ﬁ'plalﬂr']g akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Kedua Kajian Keplit
kepustakaan ini terdiri dari li

, pada bagian bab kedua kajian
hulu yang isinya berupa suatu
hulu yang ada kaitannya dengan

’ alah kajian teori, kajian

|
n
akan dilakukan dalam

informasi mengenai riset ata

penelitian yang aka

teori sendiri berisi

Oqgiggp

penelitian ini.

Bab Keti@WERmﬂgqsymc&rm@Emalam bab ketiga ini
isinya meKilAq I’TAGIT‘%GTTN)PAIF”SIBWIQ sumber data
penelitian, subyek penel!}tiag IRhasineﬁlitﬁn, teknik pengumpulan data,
teknik analisis data, keabsahan data, dan yang terakhir adalah tahap-tahap
penelitian.

Bab Keempat Penyajian Data dan Analisis, pada bagian keempat dalam
skripsi ini berisi tentang sebuah gambaran dari obyek penelitian yang
menjelaskan tentang penelitian ini secara menyeluruh, penyajian data dan
analisis yang didalamnya menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang
acuannya dari fokus penelitian beserta kajian teori dan data yang ada dalam

obyek penelitian, dan yang terakhir dari bab keempat adalah pembahasan,

'® Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS Jember Press,
2020), 93.



pembahasan ini menjelaskan mengenai deskripsi yang telah diperoleh oleh
peneliti melalui teknik dalam mengumpulkan sebuah data yang sesuai serta
berkaitan dengan judul penelitian.

Bab Kelima Penutup, menjelaskan mengenai akhir dari skripsi yang
memuat kesimpulan serta saran-saran mengenai hasil dari pembahasan yang

telah dibahas dalam skripsi.
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BAB |1
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1 Sitti Hajra (skripsi, 2022) “Penanggulangan Kemiskinan: antara
Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare
(Perspektif Ekonomi Islam)”. Penelitian yang diteliti oleh Mahasiswi
Program Sarjana Dari Institut Agama Islam Negeri Parepare Program
Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Skripsi ini
membahas tentang masalah go_‘efal' engenai kemiskinan yang dijelaskan
bahwasannya kemiskinan mpﬁk_pvketidakmampuan seseorang dalam
memenuhi taraf atau standaf !@'n‘pnya. Gejala kemiskinan ini adalah

merupakan salah satu syara kehidupan atau kesejahteraan hidup

warga disetiap-tiap dagmgh masalah yang diangkat dalam
penelitian ini yaitu me aimana bentuk penanggulangan
kemiskinan anta di Kecamatan Bacukiki
Kota Parepar yang mempengaruhi

penanggulan intah dan masyarakat

di Kecama(tj&]ﬁfgﬁgim I@fﬁ&ﬁ'l\@@é?ﬁmm? Impfler-nentas?
peran ffmfth Kﬂ\"ﬁ@ﬁﬂﬁ‘ﬁ ngmfjlfq k.emls.,krnan -d|
Kecamatan Bacukll;J Iﬁ)talvliarﬁ)arﬁ Iﬁsn dari penelitian ini yaitu

adapun berbagai macam bentuk yang telah Pemerintah lakukan untuk
menanggulangi kemiskinan antara lain yaitu perbaikan rumah, pemberian
modal usaha, peralatan menjahit, alat pertukangan, alat memasak, dan
pemberian alat salon rias, dalam penanggulangan kemiskinan ini terdapat
dua faktor yang menjadi pengaruh antara lain yaitu faktor internal dan
eksternal, faktor internal datang dari pemerintah itu sendiri dengan
melakukan pelatihan sebelum penerimaan alat bantuan. faktor eksternal
sendiri berasal dari masyarakat luar pemerintahn yang dilaksanakan oleh

Yayasan LPK Buana Mandiri guna melaksanakan pelatihan menjahit

10
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serta merias, hal yang sangat penting kemudian ditunjukkan dengan
peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan,
adapun yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan memberikannya
bantuan yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat agar
mendapatkan penghasilan dan pekerjaan tetap. Adapun perbedaan antara
penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu adalah,
penelitian terdahulu membahas tentang upaya penanggulangan
kemiskinan sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang
implementasi Perda, penelitian terdahulu menggunakan perspektif
tentang ekonomi islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti
menggunakan bahan huku Jﬁ}lran Daerah Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Penanggulangan K r' ﬂ( an sebagai bahan untuk dianalisis,

dalam penelitian ini, persa elitian terdahulu dan penelitian yang

akan diteliti sama-sama

akan metode penelitian Kualitatif
dengan metode yuridis i
2. Suprizal R (skrigsi, 20198 erintaly, Daerah dalam mengatasi
Kemiskinan c§

Penelitian yan

Pasir Limau Kapas”
Studi Pengembangan

Masyarakat asi Universitas Islam

Negeri Summm.l%Wimmh% tentang Strategi
PemerMMaMJaA%Mn&Drﬂlea Teluk Pulai
Kecamatan Pasir JLillauMKdBasE dBneliti  membahas mengenai
bagaimananya cara untuk mewujudkan suatu kehidupan yang layak dan
sesuai dengan standart kehidupan guna untuk masyarakat dalam
mencapai yang namanya kesejahteraan sosial. Kemiskinan adalah salah
satu masalah pengangkatan kesejahteraan masyarakat indonesia dan
banyak dibahas karena ini merupakan masalah yang berat. Rumusan
masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai: (1)

Bagaimana strategi Pemerintah Kecamatan Pasir Limau Kapas dalam

7 Sitti Hajra, “Penanggulangan Kemiskinan: antara Pemerintah dan Masyarakat di
Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”, (Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi, Institut Agama Islam
Negeri Parepare,) Parepare 25 Februari 2022.
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Mengatasi Kemiskinan di Desa Teluk Pulai. (2) Bagaimana hasil yang
dicapai Pemerintah Kecamatan Pasir limau Kapas Dalam Mengatasi
Kemiskinan. (3) Bagaimana hambatan Pemerintah Daerah dalam
mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulai. Hasil dari penelitian ini yaitu,
dalam pengentasin kemiskinan strategi yang dipakai oleh Pemerintah
yaitu dengan memberikan bantuan baik itu uang Tunai ataupun Non
Tunai, yang telah direalisasikan melalui program Rastra, Keluarga
Hrapan, Program Indonesia Pintar, KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan
pemberdayaan melalui koperasi serta meningkatkan keterampilan,
selanjutnya hal yang mengharﬂbat dan dialami oleh Pemerintah Teluk
Pulai yaitu, rendahnya ting@k&fdaran masyarakat untuk keluar dari
garis kemiskinan, rendaHr_lyi'ﬂﬁkat Pendidikan di Masyarakat,

kurangnya lapangan pekerja memadai, selain dari hambatan yang

dialami Pemerintah Telu I8l terdapat juga hasil yang telah

ditingkatkan, diantaran i alam pelayanan Pendidikan dan
Kesehatan, meRingkat ya Manusia dan memberikan
kesadaran akﬁ&e e ﬁf Persamaan penelitian
terdahulu dm adalah sama-sama
menggunaka , perbedaannya antara
penelitian QML\{@R%’F@&S IMMrNE&G@Bl(an diteliti adalah,
peneliMMdMlkﬁW%bﬁl&DlGlrhadap strategi

Pemerintah dalam m¢ngtasMlenBskiianki Desa Teluk Pulai Kecamatan

Pasir Limau Kapas, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih fokus

terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 di Desa
Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.®

3. Diana Wahyuniati (skripsi, 2020) “Strategi Penanggulangan Kemiskinan
di Kota Batam” Penelitian yang diteliti oleh Mahasiswi Program Studi
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas

Putera Batam. Skripsi ini membahas mengenai upaya atau strategi

18 Suprizal R, “Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Teluk Pulai
Kecamatan Pasir Limau Kapas”, (Skripsi, UIN Sumatra Utara Medan,) Medan, November 2019.
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menanggulangi kemiskinan di Kota Batam, bahwasannya kemiskinan
baik di perdesaan ataupun perkotaan masih cukup tinggi, kemiskinan di
pedesaan terjadi akibat adanya keterbatasan akses pekerjaan yang layak,
kesehatan, pasar, dan pendidikan. Sedangkan di daerah perkotaan
kemiskinan permasalahanya lebih kompleks karena cakupannya lebih
luas misalnya seperti keturunan sosial, rentan terhadap kriminalitas,
kekerasan, pembunuhan, dan lain lain. Rumusan masalah yang diangkat
dalam penelitian ini yaitu mengenai: (1) Bagaimana strategi Dinas Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. (2)
Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pada program
bantuan sosial Dinas Sosidl;" dlqu Pemberdayaan Masyarakat dalam
menanggulangi kemlsklnan’_] E‘éatam Adapun hasil dari penelitian

ini yaitu, bahwa dalam men gi kemiskinan di Kota Batam Dinas

Sosial dan Pemberdayaan rakat telah melakukan berbagai macam
strategi yang dintaran ediakan kebutuhan pokok yang
meliputi, sanda ngkan ya sistem jaminan sosial
agar masyara ses sistem kesehatan,
mengembangk miliki kemampuan dan

keteramplla apat menghasilkan

pendapatanuﬁlkymnﬁl&r{&]aAM M@ﬁﬁ&ﬁktor yang menjadi
penduWrWMHMr&%le dilksanakan
oleh Dinas Sosial dar] PdmbMiayBan IadRarakat diantaranya faktor yang
mendukung adalah adanya pendanaan yang jelas dan mencukupi untuk
Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat, alur data dan informaasi
yang jelas arahnya, sedangkan faktor yang menjadi penghambat ini
adalah, ketergantungan dari pimpinan, kurangnya koordinasi antara
Dinas Lembaga Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Pimpinan,
kurangnya pemerataan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan
penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama menggunakan metode
penelitian Kualitatif Yuridis Empiris, sedangkan perbedaan antara

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah
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penelitian terdahulu memfokuskan kajian penelitiannya kepada strategi
Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Batam, sedangkan
penellitian yang akan diteliti memfokuskan kajian penelitiannya terhadap
Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon Kecamatan
Krejengan Kabupaten Probolinggo.™®

4. Alex Kurniawan (skripsi, 2011) “Implementasi Proyek Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Brangsong Kabupaten
Kendal.” Penelitian yang diteliti oleh Mahasiswa Program Studi
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
Skripsi ini  membahas tentg]g pengimplementasian suatu proyek
Penanggulangan Kemiskig@?‘c’i’] Perkotaan (P2KP) di Kecamatan
Brangsong Kebupaten K’ehcpf,l_"ﬁnulis menjelaskan  bahwasannya

program ini adalah sala langkah pemerintah dalam upaya
ulai pada tahun 1999. P2KP adalah

menanggulangi kemiskinan dan

menanggulangi kemiskinan
suatu program jangka p
dengan suatu bert minimglisir jumlah kemiskinan
setiap tahunn;& Mat dalam penelitian ini
yaitu mengena Mot a miskin penerima dana
bergilir P2 II"KeCamatan Brangsong K paten Kendal tahun 2007
khususnya[e]Nb\!ﬁRﬁLMszlﬁID%M @45@5@%1 (2) Bagaimanakah
implerKJAl H@]L&@WA@ &I(DD]Qkungan Badan
Keswadayaan Masyafakkt (BAMBPrEgrdt Penanggulangan Kemiskinan
di Perkotaan (P2KP). (b) Pengembalian dana bergulir lingkungan Bada
Keswadayaan Masyarakat (BKM) Program Penanggulangan Kemiskinan
di Perkotaan (P2KP). (3) Bagaimana keberhasilan Implementasi P2KP di
Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tahun 2007 khususnya di Desa
Blorok dan Desa Brangsong. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa
dijelaskan keluarga yang layak mendapatkan dana bantuan itu adalah

hanya sekedar tamatan SD dengan pekerjaan pedangan dan penghasilan

¥ Diana Wahyuniati, “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Batam”, (Skripsi,
Universitas Putera Batam,) Batam, 23 Agustus 2020



15

kurang dari Rp. 600.000,00 setiap bulannya dengan memiliki tanggungan
keluarga hingga 3-5 orang, terkait implementasi yang telah diterapkan
masyarakat menilai bahwa P2KP berhasil karena masyarakat merasakan
langsung manfaatnya seperti misalnya, Pemerintah menggelontorkan dan
bantuan guna untuk menghemat pengeluaran untuk transportasi,
menghindari dari kecelakaan, dan memudahkan dalam mengangkut hasil
pertanian, hasil yang paling signifikan yang sangat dirasakan oleh
masyarakat atas P2KP ini adalah dibagunkannya fasilitas MCK. MCK
sendiri merupakan salah satu fasilitas yang sangat penting bagi sebuah
keluarga, karena sangat amat dlharapkan bahwa keberadaan MCK yang

berseih dapat meningkatka Jﬁ}tan warga di Kecamatan Brangsong
Bakupaten Kendal. Persarﬁ aan _ﬂ(lltlan terdahulu dengan penelitian
yang akan diteliti adalah -sama menggunakan metode Kualitatif

Yuridis Empiris dan juga a membahas tentang Implementasi

penanggulangan kemis rbedaannya penelitian terdahulu
dengan penelltl dltelltl dalah pada fokus kajian
jika penelltlan
P2KP di Keca

yang saat in han hukumnya yaitu

peraturan DREMERBHASISEAM NEZERIam menanggulangi
kemilellAIdiHﬂJeI AGHMM&DM(Q&IH Kabupaten
Probolinggo.? JEMBER

5 Muhammad Badrudin Tamam (skripsi, 2017) “Strategi dan Kebijakan

ngarah kepada Proyek
I, sedangkan penelitian

Pemerintah Kabupaten Kulonprongo dalam upaya Pengentasan
Kemiskinan.” Penelitian yang diteliti olen Mahasiswa Program Studi
Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas mengenai strategi dan

kebijakan pemerintah serta upaya dalam mengatasi kemisinan di

20 Alex Kurniawan, “Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
(P2KP). di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal”. (Skripsi, Universitas Negeri Semarang,)
Semarang, Februari 2011
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Kabupaten Kulonprongo dibahas juga bahwasannya kemiskinan adalah
masalah penting yang melanda di setiap negara baik tingkat pusat atau
daerah. Terutama di Kabupaten Kulonprongo yang masih menjadi salah
satu kabupaten dengan persentase kemiskinan paling tinggi nomor 2
didaerah Yogyakarta. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian
ini yaitu mengenai: (1) Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten
Kulonprogo dalam mengentaskan kemiskinan. (2) Bagaimana
implementasi upaya Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam

mengentaskan kemiskinan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa

pemerintah Kabupaten Kulonprogo telah membuat indikator dan telah
menetapkan 16 indikator ’@ﬁ!}qnan lokal yang ada di Kabupaten

Kulonprogo, indikator mlld'wan dapat mempermudah dalam
7.

menentukan penduduk kelu in sesuai dengan daerahnya masing-

masing. Dengan memulai enentukan garis kemiskinan sesuai

standarisasi daerah m

dikembangkan h Peqer rakat_telah merasakan dampak
yang sangat b &h sendiri telah berhasil

dalam mengur: crmisKkinan fiten Kulonprogo hingga

as dasar program yang telah

anulu dengan penelitian

yang seda%l\u\éﬁﬁﬁgﬁ&s ﬂcﬁkhﬁMM\E@E&Lan terdahulu lebih
memfdSeAR Y AEIMADSHIDIAYn pengentasan
kemiskinan oleh Henlerifh Haflupan Kulonprongo, sedangkan
penelitian yang saat ini sedang diteliti fokus kajiannya terhadap
implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon
Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dan persamaannya
terdapat pada Metode penelitian dengan menggunakan Metode yang

sama yaitu Metode Kualitatif Yuridis Empiris.

2l Muhammad Badrudin Tamam, “Staregi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Kulonprongo Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.) Yogyakarta, 07 juni 2017.
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Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian
No. Nama Judul Persamaan Perbedaan
1. | Sitti Hajjra | Penanggulangan Persamaan Penelitian terdahulu
Kemiskinan: penelitian terdahulu | membahas tentang
antara Pemerintah | dan penelitian yang | upaya penanggulangan
dan masyarakat di | akan diteliti sama- kemiskinan sedangkan
Kecamatan sama menggunakan | penelitian yang akan
Bacukiki Kota metode penelitian diteliti membahas
Parepare Kualitatif dengan tentang implementasi
(Perspektif metode yuridis Perda, penelitian
Ekonomi Islam) empiris terdahulu
— | menggunakan
.r—/ J perspektif tentang
ekonomi islam,
sedangkan penlitian
yang akan diteliti
menggunakan bahan
hukum Peraturan
Daerah Nomor 3
§ Tahun 2020 Tentang
Penanggulangan
Kemlsklnan sebagai
ahan untuk dianalisis
2. | Suprizal R StraWIVERSITA%rESha&M NEGER#erbedaannya antara

RIBIELATA

mengatasi
Kemiskinan d]
Desa Teluk Pulai
Kecamatan Pasir
Limau Kapas

? an peni?t?;SnJIlD

k d|
adalah sama-sama
menggunakan
metode Kualitatif
Yuridis Empiris

Tq;ian terdahulu
dengan penelitian yang
akan diteliti adalah,
penelitian terdahulu
memfokuskan
pembahasannya
terhadap strategi
Pemerintah dalam
mengatasi kemiskinan
di Desa Teluk Pulai
Kecamatan Pasir
Limau Kapas,
sedangkan penelitian
yang akan diteliti lebih
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Nama Judul Persamaan Perbedaan

fokus terhadap
Implementasi
Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2020
di Desa Patemon
Kecamatan Krejengan

Kabupaten
Probolinggo.
Diana Strategi Persamaan antara Sedangkan perbedaan
Wahyuniati | Penanggulangan penelitian terdahulu | antara penelitian
Kemiskinan di dengan penelitian terdahulu dengan
Kota Batam yang.akan diteliti penelitian yang akan
r@f ’}ama sama diteliti adalah
| akan penelitian terdahulu
e penelltlan memfokuskan kajian
if Yuridis penelitiannya kepada

strategi Pemerintah
dalam menanggulangi
kemiskinan di Kota
Batam sedangkan
penellltlan yang akan
dltelltl memfokuskan

ajlan penelitiannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERE¢aP Implementas

erda Nomor 3 Tahun

KIAI HAJI ACHMAD SIDDJfi pesa patemor
] EMBER Kecamatan Krejengan

§

Kabupaten
Probolinggo.
Alex Implementasi Persamaan Penelitian terdahulu
Kurniawan | Penanggulangan penelitian terdahulu | dengan penelitian yang
Kemiskinan di dengan penelitian saat ini sedang diteliti
Perkotaan (P2KP) | yang akan diteliti adalah pada fokus
di Kecamatan adalah sama-sama kajian jika penelitian
Brangsong menggunakan terdahulu fokus

Kabupaten Kendal | metode Kualitatif kajiannya lebih
Yuridis Empiris dan | mengarah kepada
juga sama-sama Proyek P2KP di
membahas tentang Kecamatan Brangsong
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No.

Nama

Judul

Persamaan

Perbedaan

Implementasi
penanggulangan
kemiskinan

‘_“ ;J 3

Kabupaten Kendal,
sedangkan penelitian
yang saat ini sedang
diteliti lebih fokus
kepada bahan
hukumnya yaitu
Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2020
dalam menanggulangi
kemiskinan di Desa
Patemon Kecamatan
Krejengan Kabupaten
Probolinggo.

Muhammad
Badrudin
Tamam

Strategi dan
Kebijakan
Pemerintah
Kabupaten
Kulonprongo
dalam upaya
Pengenta

Kemiskinam—

)

' Persamadnnya
t'érjjﬁpa{ pada
penelitian

iii)&

Perbedaan penelitin
terdahulu dengan
penelitian yang sedang
diteliti adalah fokus
kajian penelitian
terdahulu lebih
memfokuskan terhadap
strategi dan kebijakan

emiskinan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGE!
KIAI HAJI ACHMAD SIDIM£

] E

MBER

Remerintah Kabupaten
ulonprongo,
kan penelitian
yang saat ini sedang
diteliti fokus kajiannya
terhadap implementasi
Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2020
di Desa Patemon
Kecamatan Krejengan
Kabupaten
Probolinggo.




20

B. Kajian Teori
Pada bagian kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang akan
dijadikan sebagai perspektif atau pandangan dalam melaksanakan penelitian.
Pembahasan yang semakin mendalam dan memperluas yang dapat
memberikan wawasan tambahan terhadap permasalahan yang akan
diselesaikan dan dipecahkan sesuai dengan fokus masalah serta tujuan

penelitian.?

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi
Implementasi merupeﬂgﬁ' jata yang berasal dari kata “to
implement” yang artin?le me;_bawa ke suatu hasil atau akibat,
menyediakan sarana alat_suntuk melaksanakan sesuatu, atau

meneyedikan alat ata ngkapinya, jadi yang dimaksud
implementasi  ada ,  menyelesaikan,  mengisi,
menghasilkan, m a etimologis  pengertian

n_dengan suatu pekerjaan

suatu  kegiatan

p?nyeleﬁm\gﬁggﬂfmnfﬂwmm publik yang telarT
AT AT ACH ATV SRk mencepa

tujuan kebijakan] Eenﬂan Biergkiﬁ proses kebijakan publik,
implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sifatnya masih
praktis serta dibedakan dengan kebijakan yang sifatnya telah
mencapai tahapan teoritis.?

Tuntutan serta asumsi yang menyertai dan memberi alasan
mengapa suatu informasi harus dirubah kedalam suatu cara tertentu .
dalam hal ini terdapat beberapa argumen mengenai kebijakan

diantaranya,

2 Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis llmiah (Jember: UIN KHAS Jember Press,
2020), 46.

% Tachajan, Implementasi Kebijakan Publik (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 23-24,
https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.
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Informasi yang tepat dan sesuai dengan kebijakan.
Tuntutan kebijakan.

Jaminan atau pembenaran kebijakan.

Dukungan.

Bantahan, dan

Pemberi sifat.

pemikiran analisis sepenuhnya haruslah ilmiah, tidak berhak
dan berperasaan dan bebas menilai dengan sesungguhnya hanya
sebuah mitos, karena penelitian sudah pasti dipengaruhi oleh
keyakinan dan asumsi pegelitiannya.24

b. Proses Implementasi ,_‘7'|,’J

terdapat tiga prb!gs]'irp’ﬂamentasi kebijakan di antaranya,

interpretasi, pengorgani ( an penerapan atau pengaplikasian.

1. Interpretasi
Pada taha

mengenai ke alnya_bersifat abstrak ke dalam
keb& &ahapan interpretasi ini
tidMan juga bersamaan
de kepada seluruh
*&@LME&R%A&I&LMNEQERLJuan dan sasaran
KIALnH:AHb A@HMAD(O&JIRB lngar masyarakat

baik yang] teHibdviseBraHanBsung ataupun tidak langsung

dapat memahami arah, tujuan, serta sasaran kebijakan. Agar

terpretasi merupakan penjelasan

masyarakat dapat mendukung, menerima, serta membantu
jalannya pelaksanaan kebijakan publik.?®
2. Pengorganisasian
Dalam tahapan ini arahnya lebih kepada proses pengaturan

dan penetapan lembaga yang akan melaksanakan dan siapa

% Awan Y Abdoellah dan Yudi Rustiana, Teori & Analisis Kebijakan Publik (Bandung:
Alfabeta Bandung, 2016), 80-81.

» Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 90.
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pelaku pelaksananya, penetapan anggaran jumlah yang
diperlukan, bagaimana dalam menggunakan aggran tersebut,
sumber atau pendapatanya, dan bagaimana untuk
mempertanggungjawabkan, penetapan sarana dan prasaran,
penetapan tata kerja, dan penetapan kepemimpinan serta
koordinasi pelaksana kebijakan.
a. Pelaksana Kebijakan
Pelaksana keijakan merupakan organisasi atau badan

yang melaksanakan kebijakan ini, dan diantaranya adalah

sebagai berikut: A

1. Kantor, bg@',‘ lqu (Unit Pelaksana Teknis)

2. Sektor swé!;qz'—/
3. LSM (Lempgg adaya Masyarakat)
4. Masyarak

Dala I n serta pelaksanaan tidak hanya
terpaku p jaang melaksanakan, akan tetapi

t giungei, kewenangan, dan

BN kA dpdidM NEGERI
KIAI HﬂIIL AG&HM&D @I&D&%bijakan sangat
penting] ditethdkaB d&&n Rditerapkan SOP  (Standart
Operasional Procedure). Agar dalam pelaksanannya dapat
menjadi pedoman, petunjuk, serta referensi untuk para
pelaksana kebijakan agar para pelaksananya dapat
mengetahui apa saja yang perlu disiapkan dan dilakukan,
agar mendapatkan hasil dan kepuasan yang ingin dicapai

dari pelaksanaan kebijakan tersebut.?’

% Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 91.

" Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 92
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c. Sumber Keuangan dan Peralatan
Penetapan sumber keuangan dan peralatan menjadi

salah satu hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu
kebijakan. Besarnya penentuan jumlah anggaran untuk
melaksanakan kebijakan sangat tergantung terhadap jenis
serta macam-macam kebijakan yang akan dilaksanakan,
bersamaan juga dengan besar kecilnya peralatan yang
dibutuhkan. Tanpa adanya peralatan yang cukup serta
jumlah anggaran yang sesuai, dapat mempengaruhi
efektivitas dan keef|3|en3|annya dalam melaksanakan
kebijakan. ‘_' =5 J

d. Penetapan Man _gfﬂ“ﬁelaksanaan Kebijakan

Pada tahapgn i penekanan terdapat pada penetapan

pola  koording8i n kepemimpinan ketika dalam

pelaksana Apabila dalam melaksanakan

an lebih dari satu lembaga atau

&b pemimpinan haruslah

M salah satu lembaga

oordinator, dengan

UNIMERldARbkead MeNdp G ERE - mengatur  semua

KIALHAJ:A CHMARSIPDIQ

e. MenetajkaLidNlalB¥ediataR

Agar berjalannya proses pelaksanaan kebijakan ini
menjadi lebih baik, maka perlu adanya penetapan jadwal
kegiatan yang bertujuan tidak hanya dijadikan sebagai
pedoman dalam melaksanakan kebijakan melainkan juga
dapat dijadikan sebagai standart untuk menilai kinerja

pelaksana kebijakan.?

%8 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 93

» Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 93.
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3. Penerapan atau Pengaplikasian
Pada tahapan ini penerapan suatu proses pelaksanaan
implementasi kebijakan ke dalam realita yang sesungguhnya.
Pada tahapan pengaplikasiaan kebijakan ini merupakan suatu
wujud dari pelaksanaan kegiatan masing-masing yang telah
disebutkan dan dijelaskan sebelumnya.*
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan
terdapat tiga macam model faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan diantaranya:
A. Model kesatu faktor implementasi kebijakan,
1. Komunikasi ’_‘7' I,’J
Untuk menirfiqlt@'/suatu keberhasilan implementasi

kebijakan maka kebijakan harus paham akan yang

akan dilakukann berhubungan dengan pelaksanaan

kebijakan ter
jelas ko rbukagmaka apa yang menjadi
tuju& mjadi lebih efisien dan
mm pertentangan  dari
ke

2. EIJ.MEVB@QITAS ISLAM NEGERI
KIA](MJIA@HM&&@LDQIQ@MQ kebijakan

selain dari]faEJ;orNdoaniEsiRwal yang menentukan lainnya

dipengaruhi juga oleh sumber daya yang dimiliki oleh

emberikan suatu informasi yang

pemangku kebijakan. Tanpa adanya sumber daya Yyang
memadai dapat menyebabkan implementasi kebijakan tidak
berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung
implementasi ini dapat berwujud sebagai sumber daya manusia

yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.

% Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 94.

31 Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Surakarta: Unispri Press,
2020), 17, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5 Joko-Pramono_Implementasi-

Kebijakan.
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a. Kompetensi Implementator

Kompetensi ini mencakup diantaranya jumlah staff,
keahlian para pelaksana, informasi yang sesuai dan cukup
untuk meningkatkan keberhasilan dalam
mengimplementasikan dan pemenuhan sumber-sumber
tentang pelaksanaan program. SDM yang tidak memenuhi
kuota dan kemampuan sangan berakibat sangat fatal,
karena mereka dalam melaksanakan Pengawasan tidak
sempurna. Apabila jumlah staff terbatas maka hal yang
perlu diperhatikaln adalah menigkatkan kemampuan para
pelaksana prg@‘n.l,’ixdanya managemen yang baik dapat
meningkatkarf_llfip(ﬂ}/sumber daya manusia. Kegagalan

dalam pela program dapat terjadi akibat

kekurangan kgah khusus. Kekurangan informasi atau

nimbulkan  ketidakefisiensian.
emerlukan kepatuhan organisasi

@apliran Pemerintah.

pengetah

Iﬁlemen
- SR
kalah pentingnya,

UNIVIRR SelvirgahAMrdHefe Rbagaimana  program
KIAIi &k, AEMARSEINMEC atau - mengatur

keuangpn FmeNdutitberdzedRan uang, pengadaan staff, dan

supervisor. Fasilitas yang diperlukan menjadi salah satu

bantuan untuk melaksanakan kebijakan ataupun program
diantaranya, kantor, peralatan, dan yang mencukupi.
Kekurangan dari fasilitas ini sangat mustahil program

dapat berjalan.*?

%2 Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Surakarta: Unispri Press,
2020), 18, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5 Joko-Pramono_Implementasi-

Kebijakan.
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3. Disposisi/sikap
Maksud dari disposisi ini adalah yng menyangkut dengan
watak serta karakteristik implementator, seperti halnya, contoh
kejujuran, komitmen, demokrasi, ikhlas, bertanggung jawab,
disiplin, dll. Sikap yang dipunyai oleh implementator ini dapat
menjadikan salah satu faktor yang teramat penting dalam
pelaksanaan implementasi kebijakan.
4. Struktur Birokrasi
Birokrasi disini merupakan struktur dari organisasi yang
tugasnya untuk mengimplementasikan kebijakan yang
pengaruhnya sar}@‘oliﬁjir terhadap implmenetasi kebijakan
untuk menduku‘n‘I] |'ﬂ'éhasilan implementasi  kebijakan

diperlukan yan ya SOP. Standart Operasional

Proceedure atau ini diperlukan sebagai pedoman

operasional b ijakan.

B. Modelﬁktor rﬂuhi tingkat keberhasilan
impl L EW karakteristik

perm an.

a. puti beberapa faktor
UbviVEdod Tdaydidbadivt NEGERI
KIAILHAJ&AQMS&W IiQdapi.

2. TindkabkedvbkdhgdmalRdari kelompok yang dituju.

3. Keseimbangan kelompok tujuan dengan total dari

populasi.
4. Perubahan prilaku yang diharapkan. *
b. Karakteristik kebijakan yang faktornya meliputi diantaranya

sebagai berikut:

%3 Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Surakarta: Unispri Press,

2020), 19, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5 Joko-Pramono_Implementasi-
Kebijakan.

34 Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Surakarta: Unispri Press,
2020), 19, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5 Joko-Pramono_Implementasi-

Kebijakan.
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1. Isi dari kebijakan yang jelas.

2. Kebijakan yang memiliki dukungan teoritis.

3. Sumber daya finansial yang besar dari kebijakan
tersebut.

4. Adanya dukungan dan keterpautan antar dari berbagai
instanti pelaksana kebijakan.

5. Kejelasan dan kekonsistenan terhadap aturan yang
berlaku pada badan pelaksana kebijakan.

6. Komitmen aparat terhadap apa yang menjadi tujuan
kebijakan.

™
7. Akses yapgﬂegfi_ dan luas yang dapat menjagkau
'klz V et . L

kelompok- _‘Ii)mifluar agar ikut berpartisipasi dalam

implementagj K kan.

c. Karakteristik an yang meliputi beberapa faktor

diantarany.

1. ﬁeada n daan spsial, kemajuan teknologi

URNTE kbt v ke orkgdk pemilin.®
KIAI HﬂIIL A)GJéLMlADKaSLQaD&\Qa Implementasi
akan bpriftanMenBen Bardar dan baik apabila dalam
organisasi patuh dan taat terhadap peraturan yang telah
dituliskan.
C. Model faktor implementasi yang ketiga menjelaskan
bahwasannya implementasi ditentukan oleh konteks dari
kebijakan dalam implementasi tersebut, yang dalam hal ini

meliputi isi dari kebijakan antara lain:

% Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Surakarta: Unispri Press,
2020), 20, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5 Joko-Pramono_Implementasi-

Kebijakan.
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Terpengaruhinya kepentingan oleh kebijakan.
Manfaat yang memberikan suatu hasil.
Perubahan yang diperlukan.

Derajat bagi pembuat kebijakan.

Pelaku pelaksana kebijakan program.

o g~ w D E

Sumber daya yang di keluarkan.

Kemudian konteks kebijakan itu sendiri meliputi:

1. Kekuasaan, kepentingan, strategi bagi pelaksana yang
terlibat.

2. Karakteristik |nst|tu3| dan para penguasa.

3. Tunduk d ’gfelﬁjaunyal daya tangkap para pelaksana
kebijakan. 347 |_‘

umumnya memiliki resiko untuk
kegagalan, artinya tidak
pelaksanaan kebijakan tidak

Kebijakan
terjadinya
terimplem
ses ah d| ncanakan sebelumnya,
Lh ini  dikarenakan
k _ mau  bekerjasama,
ak efisien, bekerja

UML‘Q{@R&@I&&&L&Ml&E%&LhnW mengerti dan
KIAFHA A Gdid MARBEDEN] @ngan  dinadapi,
sehinggh fekehb Ipadin Rsaha yang mereka lakukan,
hambatan-hambatan yang mereka sendiri tidak sanggup
untuk menanggulangi. Akhirnya mengakibatkan

implementasi kebijakan susah untuk dipenuhi.

% Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Surakarta: Unispri Press,
2020), 21, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5 Joko-Pramono_Implementasi-

Kebijakan.
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2. Kemiskinan
a. Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar
dan memperbaiki keadaan hidupnya, kenyataannya kemiskinan tidak
hanya kaitannya dengan kebutuhan materil dasar. Kemiskinan
kaitannya cukup erat dengan kehidupan lain manusia, seperti halnya
kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan dan peranan sosial, maka
dari itu kemiskinan hanya dapat dipahami apabila dimensi lain
kehidupan manusia diperhitungkan.*’
Penyebab kemiskinan tergagi menjadi tiga pengertian, yaitu:
1. Kemiskinan naturallg'frki kemiskinan ini memang asalnya
miskin. Kelompok ‘n_'lai)fﬂﬁt ini miskin karena kekurangan
sumber daya yang me pi, dari segi sumber daya alam,

sumber daya manusi ber daya pembangunan lainnya.

2. Kemiskinan str

perbedaangstrukt \/ ng telah ikut serta dalam proses

3. KemiMm disebabkan oleh
gaya f , , kelompok ini tidak
mudbtiyakBadh Pembarlgivh NEGERI
KWnHMaA@HMADu&IDQ%rkaitan dengan

aspek yang adh Idi Maldhnfa, Reeperti  kesenjangan  sosial,

pengangguran, kriminalitas, dan lain sebagainya. Pada masyarakat

emiskinan yang penyebabnya

miskin tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk berusaha serta
akses yang terbatas dalam kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal
sangat jauh dengan kelompok masyarakat yang lebih unggul.*

Kelompok masyarakat miskin terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

% Dadang Solihin, Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan (Jakarta: Yayasan
Empat Sembilan Indonesia, 2014), 1.

% Dadang Solihin, Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan (Jakarta: Yayasan
Empat Sembilan Indonesia, 2014), 3.

% Kertasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat:Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan
(Jakarta: Cides Press, 1996), 234-235.
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mempunyai ciri-ciri antar, la
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Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dilihat dari hasil
pendapatan seseorang yang sangat rendah dan tidak dapat
memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan
pendidikan.

Kemiskinan relatif artinya seseorang yang telah hidup di garis
kemiskinan namun masih ada di bawah kemampuan masyarakat
sekitrnya.

Kemiskinan subyektif kemiskinan ini berkaitan dengan seseorang
yang tidak mau merubah hidupnya dan memberbaiki hidupnya
meskipun telah ada bantuan dari pihak lain yang telah
membantunya.*’ ‘_' =|- J

Kemiskinan merupakérl sIJHatU'tﬁasalah yang multidimensional yang

Penghasilan redah atatiiti

Pekerjaan selalu

. Pendidikag.renda

1
2
3
4.
5
6
7.

. Infras

TekaH%%%LMSnMM NEGERI

b. FadSl Adot AEbAETIM AN SIEARIEEY;

Permasalahan fenfiskivdn Bndan Rratnya yang dimensional yang

penyebabnya dari berbagai macam faktor seperti faktor ekonomi,

politik, sosial, budaya, dan sistem-sistem sosial lainnya.*?

Faktor-faktor yang sangat dominan yang menjadi penyebab

terjadinya kemiskinan diantaranya:

0 Mahasiswa Sosiologi Minat Sosiologi Pembangunan UMM 2014, Ketimpangan Dalam
Pembangunan (Malang: Media Nusa Creative, 2017), 44.

* Tri Wahyu R, “Kemiskinan dan Bagaimana Memeranginya,” Poverty and the poor, Vol
4, no. 7 (April 2009): 57.

*2 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika
Aditama, 2005), 15.
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1. Lapangan Pekerjaan

Adanya lapangan pekerjaan menggambarkan bahwa para
pekerja menggantungkan hidupnya dari sumber nafkah tersebut,
masyarakat yang saat ini sedang mencari pekerjaan umumnya
dinegara berkembang dengan rata-rata usia angkatan kerja di
kisaran 10 tahun dan untuk di negara maju rata-rata usia
angkatan kerja berada di kisaran 15 tahun. Namun sacara
kesempurnaan usia yang mumpuni untuk mencari nafkah rata-
rata diatas 17 tahun. Saat ini negara indonesia masih memiliki
kualitas pekerjanya sangat rendah hal ini dikarenakan minim
atau rendahnya tllﬂ Ip]andldlkan * Saat ini peluang untuk
memulai usaha serfa!]qw pekerjaan sangat sempit, sehingga

dari hal ini n pengangguran dimana tingkat

lapangan pekerjaa buhannya relatif lambat sedangkan
angkatan kerj ya yang relatif cepat, yang
kemudl men rekon mi yang timpang. Dalam
artlan saat ini ada dalam
masy emberikan kesempatan

yan yang semakin lama

kemvgﬁ&bm&)ﬁkmmgéﬂakm parah sehingga

KIAJaHAILaAtMDIeSJRD lgldapatan rendah
serta tingkatJpelyadybuBh yEnglinggi. *
2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu
faktor yang sangat penting dalam upaya untuk mengejar
ketertinggalan pembangunan dari negara lain. Sumber daya
manusia yang handal sangat berperan penting dalam melakukan

peningkatan dibidang pembangunan, ekonomi, sosial, serta

** Dumairy, Perekonomian Indonesia (Jakarta: Erlangga, 1996), 81

* Rika Yuli Wulansari et al., “Journal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Teknologi
(JEMATech),”  Jurnal = Ekonomi, Vol 6, No 2. (Februari  2023): 85.
https://doi.org/10.32500/jematech.v6i1.3928.
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teknologi yang kedepannya dapat menambah jumlah
produktifitas masyarakat. Sumber daya manusia yang mumpuni
merupakan pemula dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu
syarat agar suatu bangsa terus maju adalah dengan melakukan
alokasi agar SDM tersebut efektif. Untuk menghasilkan barang
serta jasa yang mempunyai nilai jual ekonomis yang tinggi
untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta masyarakat maka
diharuskan dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan
sebaik-baiknya. Kualitas sumber daya manusia yang rendah
dapat menyebabkan Ikualitas hidup yang rendah, minimnya
sumber daya mar}@‘ Fﬁjrupakan suatu kerugian besar bagi
bangsa. Bagaimanéhjp:'@{dengan berkembangnya teknologi
yang semakin majugjika ikdak diiringi dengan kualitas sumber

daya manusia yang @&l ndai, dan terlatih maka semua hal ini

hanya ilusi da
canggi an jika_yang menggunakan adalah
tanga& t ﬁh sehingga kemudian
daMerta pendapatan yang
se

3. sHDIVERSITASESAM NEGERI
KIAI’SJﬁIﬂr]IDMHMMF&LDMQ produksi dan

pemasukan Jbali Pefusthadn d&n pelaku kegiatan ekonomi

lainnya, semakin maju negara serta ekonominya semakin

Tersedianya barang modal yang

banyak jumlah dan bermacam-macam juga kebutuhan akan
sumber daya alam yang akan di olah. Artinya konsep sumber
daya alam ini melambangkan tafsiran atau penilaian dari
manusia yang hubungannya dengan kehidupan sehari-hari.

Maka dari itu cakupan sumber daya alam ini sangat luas tidak

* Ronaldo Putra Pratama Sinurat, “Anlisis Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai
Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia,” Jurnal Registratie 5, no 1 (Desember 2023): 91,
https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554
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hanya tanah, air, api, udara melainkan juga lingkungan hidup.*®
Permasalahan yang rumit yang dihadapi oleh negara-negara
saat ini adalah masalah ekonomi terutama bagi negara yang
berkembang,dikarenakan sumber daya alamnya yang masih
belum diusahakan. Sumber daya alam ini masih belum dapat
menjadi sumber daya alam yang nyata karena kurangnya tenaga
ahli, dan seorang wirausahawan.
4. Kebijakan Pemerintah
Pada dasarnya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah
berdasarkan sifat yang cakupannya luas. Pemerintah dalam
bidang ekonomi w l}ﬂjngatur dan berinteraksi secara baik
dan efisien sehingda!‘diiwemberikan suatu hasil pertumbuhan

ekonomi yang cep ( i, dan tinggi. Semakin tinggi tingkat

perkonomian sutu emakin tinggi juga taraf hidup dan

kesejahteraan akat

Pegaturan t tapkan, oleh Pemerintah untuk
meng @istrasi Negara, aturan
ataum dua yaitu kebijakan
inte bijakan internal ini

mW&IMEBe%HHI&ﬁ J%Mﬁﬁ%hengikat aparatur di
KMMn HA}ItdﬁaﬁHMﬁﬂe&lm l&jakan eksternal
ini adalah Jkebijkl yBngEmBbgatur dan mengikat dalam
masyarakat itu sendiri.*’
Pemerintah merupakan pencipta suatu keadilan dan
mempunyai kedudukan yang tinggi disuatu negara untuk
memberikan kebutuhan sehingga rakyatnya sejahtera, jika

Pemerintah saat ini tidak peka terhadap pertumbuhan ekonomi

masyarakat miskin dapat dipastikan hal ini menjadi salah satu

% M. Abzar Duraesa, Kemiskinan di Indonesai antara Kajian Empiris dan Teologis
(Depok: PT Raja Grafindo, 2021), 17.

*" Rahardjo Adisasmita, Teori Teori Pembangunan Ekonomi (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2013), 1109.
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faktor yang menyebabkan kemiskinan.

Struktur politik merupakan hal yang berpengaruh terhadap
tinggi rendahnya kualitas kebijakan Pemerintah tersebut dalam
menata Negaranya, kesungguhan dalam pendapatan Nasional
yang selalu dibicarakan ternyata hanyalah sebuah rekayasa
belaka dan berlawanan dengan kenyataan yang saat ini sedang
ada, yang dimana kenyataan tentang pertumbuhan ekonomi
tidak mengalami perkembangan yang secara signifikan.
Berdasarkan kondisi yang seperti inilah yang kemudian disebut
tinggi rendahnya suatu kualitas kebijakan publik dari
Pemerintah.*® ’_‘7‘| .

’V_/
_l

—
u'
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

*® Elly M. Setiadi, Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik (Bengkulu: Kencana
Prenada Media, 2015), 800.



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Atas dasar latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya
yang kemudian akan dijawab atau diselesaikan dengan penggunaan metode
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Artinya
penelitian yuridis empiris maksudnya adalah suatu pendekatan yang
dilakukannya dengan cara menyatukan bahan hukum sebagai data sekunder
dengan data primer yang merupakan data utama yang didapatkan melalui
penelitian dilapangan dengan rgﬂ'ﬁekqmakan cara observasi, dokumentasi,
dan wawancara atau interview db_ﬁ‘giawsumber.

v 4

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam p ka@l penelitian ini dilakukan dengan

memakai suatu pendekatan nya merupakan suatu telaah atas
studi terhadap kasus- j roblem, kemudian dilihat
dari sudut pandang perbagal aSpelenlk pendekatan ini menggunakan cara

mentelaah terhad gan isu hukum yang

tengah dihadapij\ 1V ERSITAS ISLAM NEGERI

c. sumber tidAl HAJI ACHMAD SIDDIQ
1 Data primer ] EMBER

Data primer merupakan suatu data yang didapatkan atau yang
sumbernya dari penelitian suatu kasus yang ada dilapangan dan kemudian
diberikan kepada pengumpul data atau peneliti yang sumbernya berasal
dari informan. Data primer yang dipergunakan dalam kasus penelitian ini
adalah dengan menggunakan aturan tertulis yang menjadi acuan serta
dasar dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020

tentang Penanggulangan Kemiskinan.

* peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), 134.
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2. Data sekunder
Data sekunder atau yang biasanya disebut dengan data pendukung
adalah data yang didapat dan diperoleh melalui pengumpulan data secara
tidak langsung yang diperoleh dari artikel-artikel, jurnal, buku, publikasi
ilmiah yang berkaitan.*

Subyek Penelitian
Dokumentasi dan wawancara langsung dengan beberapa pihak

Pemerintah Desa Patemon mulai dari:

1 Abdullah Hasin (Wakil Ketua Mqa ermusyawarat Desa)
2. Sampurno (Kepala Desa) ’,_/ [l‘_/

3. Mohammad Saiful Husnan (Sél'(ljern's Desa)

4. Guluh (Kepala urusan TU &

5. Misbahul Huda (Kepala

6. Muhammad Hendra (Kep

7. Eko Evi Walugian

8 Misbahul Ulum

Lokasi Penelitian

Adalah QMEY QIS%M%&@M Nelfaﬁﬁﬁl enelitiannya untuk
mendapatkK%IbJﬂA Leﬁgﬁm&ﬂ%@jﬂn ini bertempat

di Kabupaten ProbolingLoEepMyaBdiEDeR Patemon, alasannya karena
Program Sasaran Penanggulangan Kemiskinan, Kriteria Sasaran dan
Programnya masih belum sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Penanggulangan Kemiskinan.

Teknik Pengumpulan Data
1 Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data langsung dari lapangan,

observasi artinya sebuah proses yang diawali dengan melakukan

%0 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), 182.
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pengamatan yang kemudian dilanjutkan dengan pencatatan yang sifatnya
sistematis atau berurutan, logis atau masuk akal, objektif, serta rasional
terhadap berbagai fenomena yang ada disekitar sesuai dengan fakta dan
tidak dibuat-buat. Observasi merupakan penyelidikan yang dikerjakan
secara sistematis dan memang sengaja diadakan dengan menggunaka alat
indera, yang utamanya mata karena melihat langsung kejadian yang
sedang terjadi dan pada saat itu seketika dianalisa.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
observasi non-partisipan, yang artinya observasi non-partisipan ini adalah
proses dimana seorang penelltl tidak terlibat dan berinteraksi secara
langsung dengan partisipan ’ﬂﬂy} peneliti hanya sekedar mengamati
situasi dan keadaan disekitar llepm'ﬂ]aksud untuk mencapai tujuan dari

fli

penelitiannya.”*

Dalam penelitian ini me
sesuai dan berkaitan
Impelementasi tura

Penanggulanga

n teknik observasi berupa data yang
dalam penelitian mengenai

34 Tahun 2020 Tentang
Kecamatan Krejengan

Kabupaten Prob

2. Wawancara

Wawanwlmgfsmmlﬂbd N%Emuk saling bertukar
informaKIiAIsJﬁlAHieArGHmm &Djnllaasehingga dapat
memahami sebuah mkra dM sBatdEtofk percakapan tertentu, dalam
teknik pengumpulan data melalui wawancara ini para peneliti akan
mengetahui lebih detil sesuatu hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan
keyakinan dari diri pribadi seseorang yang sedang diwawancarainya.

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti
adalah menggunakan jenis wawancara tak berstruktur (unstructured
interview). Artinya jenis wawancara ini adalah wawancara yang bertipe

dimana peneliti bebas dan tidak menggukan tata cara berwawancara yang

°1 Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Harfa Creative,
2023), 97.
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benar yang sebelumnya telah ditulis secara sistematis dan lengkap dalam
pengumpulan datanya. Peneliti sendiri tidak mengetahui persis seperti apa
data yang akan diperoleh sehingga peneliti perlu mendengar langsung
informasi dari informan, oleh karena ini seorang peneliti harus memahami
dan memilih waktu dan kondisi yang tepat dimana ketika ingin melakukan
wawancara.”

Data yang didapatkan dari penelitian ini dengan menggunakan teknik
wawancara berupa data yang sesuai dan berkaitan dengan fokus dalam
penelitian ini tentang Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2020 Tentang Penanggulangan Kemlsklnan di Desa Patemon Kecamatan
Krejengan Kabupaten Proboll I J

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sal ara dalam melakukan pengumpulan,

pemilahan serta pengolahan m bidang keilmuan seperti misalnya
catatan, gambar, karya eseorang, peraturan dan lain
sebagainya, kemugdian h tian a n lebih lengkap dengan
ditambahkanny& tldak semuanya dapat
dipercaya karenaskireelioil ferung subyektif.

Jenis doKUMer didalam penelitiannya

adalah JenlsLMIlMﬁRSlMS)JaﬁéAMNEQQ@RLn resmi ini adalah
dokumeKW Mkﬁ@m&mm&ormg individu
dalam suatu komunitad tefendvbialBn fnglRip sosial.

Menurut meleog yang dikutip oleh Abdul Fattah Nasution mengatakan
bahwa dokumen resmi ini terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama
adalah dokumen internal yang berupa catatan memo, aturan sebuah
lembaga, perintah/instruksi, aturan yang telah diberlakukan, dan hasil
keputusan dari pemimpin, dan lain sebagainya. Sedangkan bagian kedua
berupa dokumentasi eksternal yang berupa informasi yang dikeluarkan

oleh suatu lembaga sosial yang seperti majalah, surat peryataan misalnya

2 Eko Murdiyanto, Penelitian Kualitatif (Yohyakarta: Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press 2020), 59
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seperti majalah, surat pernyataan, koran dan lain sebagainya.>®

Data yang kemudian diperoleh dari teknik pengumpulan data dengan
cara dokumentasi ini berupa informasi yang relevan yaitu Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023,
data kemiskinan Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten
Probolinggo, dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data
Menurut Miles & Huberman ada tiga tahap dalam analisis data yaitu:
Reduksi Data, Display Data (Penyajian Data), dan Kesimpulan. Mengenai
tiga tahap tersebut secara lebih Ieg,qﬁapjlya akan di jelaskan sebagai berikut :
1 Reduksi Data ’,T’ '1‘—/
Reduksi data adalah "Sl!aﬁ' kegiatan berfikir sensitif yang
membutuhkan kepintaran ya

informasi yang diperoleh @ari I
informasinya sangat ban

melalui reduksj

kemudian dj

memilah hal ya
diredulfsi/direjmf{@ﬁ Asnlge[‘lhqm mebarav | pengetahuan
yang Jﬁi ﬂnmw!eﬁeﬂmﬁw STB‘D‘I@IU melakukan

engumpulan data sefanjdtn lalgi bal ini wawasan peneliti akan
pengump R e g P

t dalam terutama bagi peneliti baru.

ng dilakukan dilapangan jumlah

aruskan untuk dicatat dan diteliti

erangkum, memilih dan
g penting/urgent, yang
Data yang telah

berkembang, kemudian dapat memiliki temuan dan pengembangan teori
yang relevan.
2. Display Data (Penyajian Data)

Display Data/Penyajian Data adalah suatu kegiatan pengumpulan data
yang telah tersusun secara rapi dan mudah dimengerti oleh pembaca,
sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan. Penyajian data sendiri
dapat menggunakan tabel, grafik, dan sebagainya. Menurut Miles dan

Huberman (2014) yang dipakai saat menyajikan data dalam penelitian

> Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Harfa Creative,
2023), 107.
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kualitatif Display Data/Penyajian Data adalah bisa memakai suatu teks
yang sifatnya naratif. Dari hal ini dapat membantu memudahkan dan
memahami apa Yyang terjadi, kemudian dapat merencanakan Kkerja
berdasarkan apa yang dipahami, kemudian Miles dan Huberman
menyarankan agar dalam melakukan display data, tidak hanya teks naratif,
melainkan berupa grafik, network (jaringan kerja), dan lain lain.
3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman kesimpulan awal yang diuraikan
sifatnya belum sempurna artinya masih sementra, yang kemudian akan
mengalami perubahan seiring Iberjalannya waktu tanpa ditemukannya
bukti-bukti yang kuat dan mg@klﬂp saat pengumpulan data, akan tetapi
apabila kesimpulan yang didéi*gﬁfﬁt tahap awal dan di iringi dengan
bukti bukti kuat dan mendukugg

a kesimpulan yang diuraikan adalah
kredibel. Dengan demikian k n ini mungkin juga dapat menjawab

rumusan masalah yang I®etapi juga bisa tidak. Karena

kesimpulan dalamgpeneli a tnya_masih sementara dan dapat
berubah denganM a&ung. >

N Menurutmlpq@ﬂ§m$%@}§wm@ﬂgwn k(.)r?sep kesah.iha.n
(validitas) KTAIIeﬂﬁTI (Aat?[l_ltm Aeﬂasm Dﬂlan kuantitatif

kemudian disesuaikan d gﬁ wgeghug?, Hiteria, dan paradigma sendiri.
Keabsahan data merupakan kepercayaan atau hasil kebenaran suatu
penelitian.*

Keabsahan data untuk mendapatkan kepercayaan yang kaitannya
dengan sejaun mana kebenaran hasil penelitian. Peneliti melakukan
pemeriksaan dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi bermaksud
mengecek ulang keaslian data yang diperoleh dari informan. Pengecekan

kebenaran atau informasi yang asalnya dari informan menggunakan teknik

% Miles & Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi (Jakarta: Ul
Press, 1992), 16-19.
> Zuldafrial. Penelitian Kualitatif (Surakarta: Yuma pustaka 2012), 112.
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yang berbeda.*®
Adapun triangulasi data yang peneliti gunakan vyaitu triangulasi
sumber dan triangulasi teknik. Untuk menguji kredibilitas data yang
dilakukan dengan pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber
seperti observasi, wawancara, dokumentasi.
1 Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber adalah suatu proses untuk menguji kredibilitas
data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah didapat
melalui beberapa sumber data. Kemudian data yang telah diperoleh
selanjutnya akan dlbandlngkan mana pandangan yang sama, dan mana
pandangan yang berbeda W ‘;Timastlkan suatu kebenaran mengenai
informasi yang telah dldap’alkiﬂf(angulaa sumber ini diperoleh dari

wawancara, observasi, dan tasi.”’

2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik a dilakukan untuk menguji suatu
kredibilitas suat t leh de gan cara mengecek data

yang telah (m

unakan teknik yang
berbeda.”®

. MI yang didapat dari
wawancara 1 wawancara ini dicek
dengan ha&lNB@@BﬁM&MMdM@@@BJn dengan hasil dari
wokurkdAl HAJI ACHMAD SIDDIQ

Tujuan dari penelifialEmdw§gdBakkn thnik triangulasi sumber dengan
teknik triangulasi data, untuk mendapatkan informasi berupa data yang
benar-benar terjadi agar tidak timbul suatu keraguan pada hasil yang

telah diproleh, karena triangulasi sumber dan teknik dapat dilakukannya
pengecekan secara berulang.

% Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif (Bandung: Pustaka Ramadhan 2017), 166.

%" Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Makassar:
Badan Penerbit Universitas Makassar 2020), 414.

% Vanesa Ingka Putri, “Pemenuhan Hak Politik Keterwakilan Perempuan di Partai Golkar
Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Lamongan Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”
(Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) Jember, 07 juli 2022.
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I. Tahap-tahap Penelitian
1

Persiapan

a.

Melakukan susunan kerangka suatu penelitian antara lain: mulai dari
judul penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah
penelitian, tujuan dalam penelitian, manfaat penelitian, dan cara

pengumpulan data penelitian.

b. Memilih obyek penelitian.

c. Meminta surat perizinan penelitian.

d. Melihat atau mensurvei tempat penelitian.

e. Mempersiapkan kelengkapan penelitian. *°

Tahapan pelaksanaan ‘_' l J

a. Mengerti dan memasuki _pl)ﬂ n penelitian.

b. Melakukan bimbingan agu. ultasi dengan pihak dilapangan.
c. Melakukan pengumpulafid ari informan.®

Tahapan pengolahan da
a.
b.

Penulis menganalis 'ambll simpulan.

Penulis & menggunakan cara
pengarm wawancara bersama
narasu ;

Penuliymwlmﬁéd@m%mgﬁg%]tulis dalam skripsi
debobAd b dn Ade FLM ABR SEIMN & ya Tulis 1imian
yang pada saat ifii kel dBUliveRitas Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember.

> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 33.
% Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 35.



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian
1. Penanggulangan Kemiskinan Desa Patemon Kecamatan Krejengan

Kabupaten Probolinggo

Kemiskinan adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan
pokok baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga. Kemiskinan
adalah permasalahan besar bagi Negara Indonesia yang harus segera
diatasi, kemiskinan adalah B;eﬂ;rﬂs lahan sosilal yang akan selalu ada
pada tiap lapisan masyara ap' asalahan ini membutuhkan waktu
yang sangat lama dan panjan'g Iyrl"permasalahan ini menyangkut bentuk

erjaan, dan pelayanan

sosial.%!
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

f{’l’ﬂlﬂpﬂ&ﬂ tﬂ@f{ﬁ')fﬁﬁ'@fﬁm%w ini terletak

di Desa Patemon K caﬁat?\n/l Kﬁjerﬁaru(abupaten olinggo. Desa
Patemon terdapat tila Dusun antaranya yaitu, Dusun Krajan, Dusun

Program penangg igkinan ini adalah suatu upaya

Pemerintah, baik Peme pun Daerah dalam bentuk suatu
aturan atau kebij8 an dapat membuat setiap
warga negara menerima pa -.l:]lllf:L‘llI'li uk memenuhi kebutuhan

dasar sandang

Keloran, dan Dusun Patemon Utara. Desa patemon ini terletak pada
bagian Selatan Kabupaten Probolinggo, jarak tempuh hanya sekitar 15-30
menit perjalanan dari Kota terdekat. Desa Patemon di bagian selatan
berbatasan dengan Desa Tiampo, pada bagian barat Desa Patemon
berbatasan dengan Desa Sologudig, pada bagian utara Desa Patemon
berbatasan dengan Desa Temenggungan, dan bagian terakhir Desa

%1 Moh Wildatamma Muzawagi “Implementasi Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan
UU No.13 Tahun 2011 di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupatn Jember” (Skripsi,
UIN KHAS Jember, 2023), 45.

43



44

Patemon yaitu bagian timur berbatasan langsung dengan dua Desa Yaitu
Desa Sumber Banger dan Desa Jatiurip.

Di Desa Patemon masih ada beberapa warga yang kurang mampu
atau biasanya disebut sebagai kategori miskin, akan tetapi melihat fakta
dilapangan bahwasannya untuk Kriteria Sasaran dan Program
Penanggulangan Kemiskinan ini tidak sesuai dengan Perda Nomor 3
Tahun 2020, yang dimana masih terdapat beberapa masyarakat yang
memang dalam kategori mampu masih mendapat bantuan dari
Pemerintah Desa.

Di Desa Patemon Pengapan Rumah Tangga Individu Sasaran
Program Kemiskinan mas’igb‘elﬁ]r] sesuai dengan Kriteria Peraturan
Daerah yang diatur Iebih'brij’ﬂﬁlam Peraturan Bupati yang telah
ditetapkan, ada beberapa syasakat yang memang miskin kurang

mendapatkan bantuan dari ntah Desa Patemon dan ada juga

masyarakat dalam Kkat endapatkan bantuan dari pihak

Pemerintah D

es

Pernyaté Mmh peneliti  dengan
menyertakaW tidak masuk kriteria
kemiskinan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
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Data warga Desa Patemon yang masuk dan tidak masuk dalam
kriteria miskin Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten

Probolinggo

No

Nama

Alamat

Kriteria

1.

Bapak Kecek

Dusun Krajan

Tidak masuk dalam
kriteria miskin, namun
mendapatkan bantuan
sosial

Bapak Suhud

Dusun Krajan

Tidak masuk dalam
kriteria miskin, namun
mendapatkan bantuan
sosial

Bapak Daus

Tidak masuk dalam
kriteria miskin, namun
mendapatkan bantuan
sosial

Bapak Sukar

Bapak

Ibu
UNIVERSITAS
KIAI HAJI AC

Tidak masuk dalam
kriteria miskin, namun
mendapatkan bantuan
sosial

5 [ISLAM NE(

HMAD S

Tidak masuk dalam

iteria miskin, namun

endapatkan bantuan
ial

k masuk dalam

aﬁlﬁjia miskin, namun
B |

apatkan bantuan

BRIQ

Bapak Buali

J EN

PBE

Tidak masuk dalam
kriteria miskin, namun
mendapatkan bantuan
sosial

Bapak Mulyadi

Dusun Krajan

Tidak masuk dalam
kriteria miskin, namun
mendapatkan bantuan
sosial

Bapak Mesran

Dusun Krajan

Tidak masuk dalam
kriteria miskin, namun
mendapatkan bantuan
sosial

10.

Ibu Sutriya

Dusun Krajan

Tidak masuk dalam
kriteria miskin, namun
mendapatkan bantuan
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No

Nama

Alamat

Kriteria

sosial

11.

Ibu Saton

Dusun Krajan

Miskin, kurang
mendapatkan bantuan
sosial dari pemerintah

12.

Bapak Sahe

Dusun Krajan

Miskin, kurang
mendapatkan bantuan
sosial dari pemerintah

13.

Ibu Sapia

Dusun Krajan

Miskin, kurang
mendapatkan bantuan
sosial dari pemerintah

14.

Ibu Maftuha

Dusun Krajan

.

Miskin, kurang
mendapatkan bantuan
sosial dari pemerintah

15.

Ibu Mulyono

thn Krajan

Miskin, kurang
mendapatkan bantuan
sosial dari pemerintah

Sumber: Observasi 15 Des mb’e

Dari data hasil obser

023

pa tabel diatas dapat dilihat bahwa

masih terdapat beberap

mampu atau tld k mas
tetapi ma5|h

Selanjut

mang sudah ada dalam kategori

komponen kriteria miskin akan
eggerintah Desa.

endiri saat ini apabila

menyesualk n daerah maka hanya

sedikit yanf Y bl deAdar SdodhdeNdz(aln Rératuran Daerah yang
kemucKJAaItuHﬁﬁH PA@HMAD]&S];BBIQ Desa Patemon
mengambil beberapakr@rizM\esBpLE tifRik mencakup semua komponen
kriteria dalam Peraturan Bupati hal ini tidak menjadi masalah, maka dari
hal ini haruslah sebagai pemerintah yang baik maka Pemerintah Desa
Patemon harusnya menyesuaikan dengan aturan dalam Peraturan Daerah

dan Peraturan Bupati tersebut.®?

%2 Abdullah Hasin (Wakil Ketua BPD), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 19

November 2023.
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B. Penyajian Data

Dalam penelitian haruslah ada penyajian data untuk memperkuat
penelitian, yang kemudian data tersebut dianalisis, sehingga dapat
memperoleh sebuah kesimpulan dalam suatu penelitian. Maka peneliti sesuai
dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti memberikan
data yang didapatkan melalui penelitian lapangan berupa wawancara,
observasi, dan dokumentasi.

Maka kemudian berdasarkan hasil dari penelitian, dapat diuraikan
mengenai data yang terkait dengan Program Penanggulangan Kemiskinan
lebih tepatnya pada Pasal 15 Tentag; Penetapan Rumah Tangga dan Individu
Sasaran Kriteria Program WWPn di Desa Patemon Kecamatan

Krejengan Kabupaten Proboling’gb ie’e_ﬂgﬁ berikut:

Ve
r Tahun 2020 di Desa Patemon
obolinggo tentang Penentuan
Tiskd dalah suatu kegiatan guna

1. Implementasi Perda No
Kecamatan Krejengan
Kriteria Kemiskinan
untuk menceg uatu keadaan individu

untuk memen|

Menqgmi\pﬂ}thyfsﬁmmlgﬁqlf Pemerintah Desa
Patem(I(I RPPI_I ATI%Q@‘FPMAB«EIB@I Qerdapat suatu

ketidaksesuaian Pera raE [}eﬂraineE?aT{fakta yang terjadi dilapangan
ketidaksesuaian ini terjadi pada Pasal 15 tentang Penetapan Rumah
Tangga dan Individu Sasaran Program Kemiskinan yang kemudian
petunjuk pelaksanannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor
20 Tahun 2023 pada Pasal 2.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan, peneliti
melakukan observasi terlebih dahulu dan selanjutnya peneliti melakukan
wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui seberapa

penting penelitian yang diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hasil dari
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penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020
tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan
Krejengan Kabupaten Probolinggo, terutama pada Pasal 15 tentang
kriteria sasaran dan program kemiskinan, adalah suatu usaha yang harus
dipenuhi oleh pihak Pemerintah Desa Patemon.

Memang benar adanya bahwa dalam penentuan kriteria kemiskinan
yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa belum sesuai, sehingga kerap
kali menyebabkan terjadinya ketidaktepatan dalam penentuan Kriteria
kemiskinan, ketidaktepatan dalam penentuan kriteria kemiskinan ini
adalah akibat dari adanya kekellruan data yang dimana data ini datangnya
langsung dari Kecamatan d e'q'gajuan data bukan melalui dari Desa

sehingga data yang diperoleh n‘le_nﬂ{ tidak sesuai dengan fakta yang ada

di lapangan.®

Penjelasan tersebut k diperkuat oleh Wakil Ketua Badan
Permusyawaratan Des on Bapak Abdullah Hasin
menyatakan ba sann a Sas ran Penentuan Kiriteria

Kemiskinan t|

ah Hasin menyatakan,

Sebenar aerah Nomor 3 Tahun
2020, Iah satunya adalah
diharuskan luas rumah se ia n, lantai gdlia“ emen dan lain-lain,

namLLq]NJaVaBR&H“gﬁrﬁ AM bl bukan dari Desa
an Kecamatan,
mls,Ieallltr? rlg jr}Pz%%T Pn?éln apatkan]:]?u’]c%a tuan 25 KK.

Sedangkan yaﬂg mevnuB ﬁar:ﬁ Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2020, hanya 10 rumah saja, pada akhirnya satu atau dua
poin yang sesuai kriteria dalam Perda, Pemerintah Desa
menganggap masih dalam kategori miskin. Kemiskinan dikota dan
didesa berbeda jika di desa mengikuti semua komponen yang ada
dalam Perda maka sangat minim sekali.®*

Berdasarkan ungkapan yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua
BPD Bapak Abdullah Hasin, hal ini juga di perkuat oleh pernyataan

Bapak Mohammad Saiful Husnan selaku Sekertaris Desa beliau

%3 Observasi, di Kantor Desa Patemon Krejengan Probolinggo, 19 November 2023.
® Abdullah Hasin (Wakil Ketua BPD), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 19
November 2023.
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mengatakan,

Desa mengikuti semua kriteria yang ada dalam Peraturan Bupati
(Perbup) Nomor 20 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020, sepertinya sedikit
sekali, kemudian Pemerintah Desa Patemon hanya mengambil
beberapa kriteria kemiskinan yang ada dalam Peraturan Bupati
(Perbup) Nomor 20 Tahun 2023, seperti dari pekerjaan dan
penghasilan yang tidak menentu. Itulah alasan mengapa masih ada
rumah yang keadaanng/a bagus namun tetap mendapatkan bantuan
dari Pemerintah Desa.

Selanjutnya hal serupa juga diperkuat dengan pernyataan dari
Bapak Sampurno selaku Kepala Desa Patemon beliau menyatakan,

Ketidaksamaan ini l'gqr] data kemiskinan bukan lagi
pengajuannya berasa jsa melainkan Pemerintah Kecamatan

telah menetapkan la Lr‘( d| ketidaktepatan dalam penentuan
sasaran kriteria kemiski Ini karena ada kekeliruan data yang
dlberlkan oleh Pemeri ecamatan kepada Pemerintah Desa
Patemon.®
Hal serupa juga Bapak Misbahul Huda sebagai
Kepala Seksi K akan
Ketldaks MNomor 3 Tahun 2020
dengan f alahan data bahwa data
kemiski camatan, Desa tidak
mengetahui dalam menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak,
meskigMI ¥daRHISHASIS adm MGk RElah mampu namun
il terqaftar ppl @imi\?m a masih berhak
Klﬁtﬁﬁmﬁ fati m merubah data
kemiskinan ni gangat it Pk R
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Misbahul Ulum
selaku Kepala Dusun Patemon Utara, dan Bapak Guluh selaku Kepala

Urusan TU & Umum yang mempunyai pandangan dan pendapat yang

sama jika,

% Mohammad Saiful Husnan (Sekertaris Desa), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20
November 2023.

% Sampurno (Kepala Desa Patemon), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 22 November
2023.

%7 Misbahul Huda (Kepala Seksi Kesejahteraan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20
November 2023.
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Seandainya Pemerinah Desa mengikuti semua aturan Kriteria
kemiskinan yang ada dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20
Tahun 2023, maka di Desa Patemon sulit untuk dicari, berdasarkan
hal ini Pemerintah Desa Petemon kemudian berinisiatif meskipun
semua kriteria kemiskinan tidak masuk dan hanya ada beberapa
saja maka kami menganggap bahwa mereka masih layak
mendapatkan bantuan. Dengan melihat kehidupan sehari-harinya
yang masih kurang serta penghasilan yang tidak menentu.®®

Kemudian hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Eko Evi
Wugiantoro selaku Kepala Dusun Krajan beliau berpendapat,

Memang benar adanya penentuan kriteria kemiskinan tidak tepat
sasaran, dikarenakan dalam penentuannya bukan lagi Desa yang
memilih melainkan data yang kami terima datangnya langsung dari
Kecamatan, data ini |‘ mentrian sosial yang berupa data
statistik ekonomi tahﬁlli%_,)edangkan masyarakat dalam kurun
waktu 10 tahun megalami=perubahan kehidupan ekonominya, dan
hingga sekarang masi adanya perubahan mengenai data
tersebut. jadi data ke ang kami terima hanya data tersebut
dan telah jelas me tegat sasaran.®®

Hal senada juga len Bapak Muhammad Hendra

efiaff tanunnya mempunyai tugas yaitu
disitu terdapat oknum-
angan. Di Desa dalam

setia i m salah satu warga,
an Um USﬁg]l'ig&tjNl%i;f;}}r:limmiskin atau kaya.
ReAAEcHA] oA G HNAA B ST disckan oeh
oknum tersebu, ﬁmtmnt [ﬁ,agesulitan mengalami kesulitan
untuk menghapustsattYlnakda ang* dalam kategori mampu, jika
Desa mengikuti semua kriteria yang ada dalam Peraturan Bupati
(Perbup) Nomor 20 Tahun 2023, sangat minim yang seperti itu.
Maka kemudian untuk memenuhi kuota yang diberikan oleh
pemerintah kemudian hanya mengambil beberapa saja dari kriteria
kemiskinan tersebut. Jadi penyebab ketidaksesuaian ini akibat dari

adanya oknum luar yang mendaftarkan secara sepihak yang
kemudian membuat data yang diterima tidak sesuai dengan fakta

%8 Bapak Misbahul Ulum dan Bapak Guluh (Kepala Dusun Patemon Utara dan Kepala
Urusan TU dan Umum), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

% Eko Evi Wugiantoro (Kepala Dusun Krajan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21
November 2023.
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dengan

menyertakan data hasil dokumentasi penerima bantuan pangan di Desa

Patemon, Krejengan, Probolinggo sebagai berikut,

Tabel 2.2

Data warga Desa Patemon Penerima Bantuan Pangan Desa Patemon
Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo

No Nama Alamat Kategori

1. | Abd Muttalib Dusun Keloran, RT 3 RW 2 Miskin

2. | Abdullah Dusun Krajan, RT 3RW 1 Miskin

3. | Absa Duslin Krajan, RT 3,RW 1 Miskin

4. | Absa Pwsun‘Krajan, RT 4, RW 1 Miskin

5. | Adi Latip I!\‘J'Aju'ﬂémon Krajan, RT 4, | Tidak Miskin
RW.JF

6. | Agustina Hidayati S rajan, RT 4, RW 1 Tidak Miskin

7. | Ami Warto rajan, RT 4, RW 1 Miskin

8. | Amseni an, RT 3, RW 2 | Tidak Miskin

9. | Andayani ,RT2,RW 1 Tidak Miskin

10. | Andriana on Utaya, RT 4, | Tidak Miskin

11. | Anisa ,RW 2 | Tidak Miskin

12. | Arbaina W1 Miskin

13. | Arma ajan, 1 Tidak Miskin

14. | Armi Ny ERSITARESER KIINNREARMY 1 | Miskin

15 | Arsalis 1 ¥ ORI TR TRW 1| Miskin

sumikl Ak HAJ AGEMAZE SIDDIQ

Berdasarkan b]abEapMmBapEn Rasil wawancara serta adanya
dokumentasi, ada ungkapan bahwasannya hal ini tidak melanggar aturan

karena sebelum melakukan penentuan kriteria miskin telah dilakukan

yang namanya Musdes atau Musyawarah Desa ungkapan ini diucapkan
oleh Bapak Wakil Ketua BPD Bapak Abdullah Hasin beliau mengatakan,

Sebetulnya tidak juga, namun jikalau harus semua mengikuti
kategori kriteria kemiskinan sangatlah sulit, maka sebelum itu,
Pemerintah Desa mengadakan Musdes atau yang bisa disebut
Musyawarah Desa, disini semua lembaga dan tokoh masyarakat
berkumpul dan membahas siapa saja yang layak atau memenubhi

" Muhammad Hendra (Kepala Seksi Pembangunan), diwawancarai oleh Peneliti,

Patemon 21 November 2023.
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kriteria kemiskinan, disetiap RT dilakukannya pendataan dengan
kategori pekerjaannya yang memang tidak menentu atau
pengangguran dan rumah tidak layak untuk dihuni, hingga
memenuhi kuota yang telah diberikan oleh Pemerintah Kecamatan
kepada Pemerintah Desa.”

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Bapak Misbahul Ulum
selaku Kepala Dusun Patemon Utara, dan Bapak Guluh selaku Kepala
Urusan TU & Umum yang mempunyai pandangan dan pendapat yang
sama jika,

Sebenarnya menurut kami tidak menyalahi aturan, dan memang
sebelumnya belum terjadi masalah apapun, Pemerintah Desa
mempunyai keinginan uptuk merubah satu nama, namun hal ini
sangat sulit dan tengg Ktunya memang sangat lama meskipun
setiap tahunnya Penderintah‘Desa selalu melakukan update agar
sesuai juga dengan at g ditetapkan oleh Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2020gyahgekemudian diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati Nom@f 20 T8hun 2023.

Hal serupa juga Bapak Sampurno selaku Kades
yang dimana beljau me

3oty igli s abzatiran karena selama ini

orT - ang. kami lakukan, dalam
an Musyawarah Desa
berpartisipasi  dalam

mmg@ﬁmmmg 1 pereyaratan yang
JA At A} A MAD S dz(iersebut.”
Kemudian ada] p&lth Ban@bﬁ)eda yang diungkapkan oleh

Bapak Mohammad Saiful Husnan Sekertaris Desa beliau mengatakan,

dimana

Memang betul Sebenarnya kita memang menyalahi aturan, akan
tetapi yang di utamakan oleh kami adalah mengenai penghasilan
sehari-harinya, mengenai sasaran dan program ini telah ada datanya
tahun 2019, dan untuk melakukan perubahan sangat sulit dan
merubahnya juga bukan merupakan wewenang Desa, Desa hanya

"t Abdullah Hasin (Wakil Ketua BPD), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 19
November 2023.

72 Misbahul Ulum dan Bapak Guluh (Kepala Dusun Patemon Utara dan Kepala Urusan
TU dan Umum), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.

" Sampurno (Kepala Desa Patemon), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 22 November
2023.
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bisa mengusulkan, dan yang menentukan dari pihak dinas sosial.”

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Misbahul Huda
yang dimana beliau disini menyatakan,

Sebenarnya memang melanggar aturan, pelanggaran ini karena
tidak memenuhi persyaratan kriteria kemiskinan yang ada dalam
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 yang kemudian diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023, namun
kalau mengikuti semua aturan kriteria persyaratan, sepertinya di
Desa Patemon ini tidak ada yang memenuhi Kriteria itu, dari
Pemerintah Desa akhirnya melakukan inisiatif meskipun tidak
semua komponen dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023
diikuti tidak apa-apa, sebelumnya belum ada masalah terhadap apa
yang Pemerintah Desa lagkukan, namun tetap memang jelas telah
melanggar Peraturan reh, namun bagaimana lagi, data dari
Kecamatan memang-§udab-wajib jadi tetap dilaksanakan meskipun
tidak sesuai dengan kriteria<kemiskinan yang ada dalam Peraturan
3 tersebut.”

Bupati Nomor 20 Tah
Hal serupa juga diu n gleh Bapak Muhammad Hendra
selaku Kepala Seksi Pe katakan,
' t gar an, yang namanya telah

i an__JIK3 : Ma melanggar aturan,
memang _dafl_pernt N 4 elum ada pengawasan,

el10a idak 100% semua desa
®an kondisional tidak

mungki son ;g i\]i_f itah K_eé:amatarl](, _)t/an_g
namarrya ica suai dengan Kriteria
maﬁgmﬁe@; l{ﬁﬁ@n&?@m&ozam

Hal yang sarr]a EerMiiaB dEndﬁapkan oleh Bapak Eko Evi

Wugiantoro selaku Kepala Dusun Krajan beliau berpendapat,

Kita memang jelas telah melanggar ketentuan yang ada dalam
Perda, namun ini masih dalam lingkup Desa saya rasa tidak apa-
apa, apalagi hal ini menyangkut masalah moral, warga Desa tidak
mau tahu terhadap masalah kemiskinan dan pemberian bantuan,
malahan warga yang dalam kategori mampu semua berpura-pura
miskin, menurut saya hal ini diantara melanggar dan juga tidak

* Mohammad Saiful Husnan (Sekertaris Desa), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20
November 2023.

> Misbahul Huda (Kepala Seksi Kesejahteraan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20
November 2023.

® Muhammad Hendra (Kepala Seksi Pembangunan), diwawancarai oleh Peneliti,
Patemon 21 November 2023.
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melanggar, berbeda dengan di perkotaan lebih tepat dalam sasaran
dan programnya melihat kehidupan dikota yang jauh berbeda
dengan kehidupan yang ada di Desa.’’

kemudian dari hal ini timbul suatu kegelisahan yang kemudian
memunculkan sebuah pertanyaan kembali apakah Desa tidak bisa
mengajukan data kemiskinan kepada pihak Pemerintah Pusat,
berdasarkan pertanyaan ini kemudian ada ungkapan dari Bapak
Mohammad Saiful Husnan beliau mengatakan,

Setiap akhir tahun Pemerintah Desa selalu mengajukan perubahan
namun sifatnya hanya usulan, akan tetapi ketika untuk merubah
satu nama yang dalam kategori mampu membutuhkan waktu yang
lama bisa dua hingga ti‘qﬂqh n agar satu nama ini berubah, namun
satu nama yang tergoleng mjm u setiap tahunnya masih terdaftar
ddalam data kemisklrla { tetap mendapatkan dana bantuan
sosial, hal ini salah satu I[]qnyebab ketidaksesuaian jalannya dengan
Peraturan Daerah No 3 un 2020."

Senada dengan B
Bapak Misbahul Huda
menyatakan,

an hal ini juga diungkapkan oleh

eksi Kesejahteraan disini beliau

stidan_Mmelakukan pelaporan, setiap
11148 jata kemiskinan, namun
g erubah satu nama,

misa i n namanya masih
tercam&yﬁmmgﬁl‘m sosial, dari pihak
bkt Pefd A(ddA ADOSIDE @sa dan ditolak,
maka dari it négn&] I:Qgs g melakukan pelaporan untuk
dikembalikankl ary1daklti zﬁapemberian ke lain pihak.”

Kemudian hal serupa juga diungkapkan olenh Bapak Eko Evi

Wugiantoro selaku Kepala Dusun Krajan beliau berpendapat,

Setiap tahunnya kami melakukan palaporan, Pemerintah Desa itu
diminta untuk melakukan pembaruan namun apa yang terjadi, tetap
nama itu saja yang keluar dan tidak sama dengan apa yang telah
diajukan, Pemerintah Desa harus mengedepankan masyarakat yang

" Eko Evi Wugiantoro (Kepala Dusun Krajan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21
November 2023.

"8 Mohammad Saiful Husnan (Sekertaris Desa), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20
November 2023.

® Misbahul Huda (Kepala Seksi Kesejahteraan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20
November 2023.
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memang benar-benar tidak layak, karena bersinggungan dengan
masalah moral di lingkungan, seandainya telah tepat sasaran dapat
menambah ekonomi dan kebutuhan lainnya.®

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Abdullah Hasin
sebagai Wakil Badan Permusyawaratan Desa beliau menyatakan,

Desa sudah terus-menerus mengajukan data agar setiap tahunnya
mengurangi jumlah warga miskin di Desa Patemon, hal ini hanya
sebatas pengajuan bukan perubahan, jikalau dulu masalah
penentuan kriteria kemiskinan Desa yang menentukan berbeda
dengan sekarang pihak Pemerintah Pusat yang menetukan langsung
dan Desa hanya menerima saja, hal ini juga menjadi penyebab
terjadinya mengapa nama yang keluar masih tetap sedangkan
pengajuan telah dilakukan®"

e 11'
Hal ini kemudian"?fppr gt oleh pernyataan dari Bapak
Muhammad Hendra selaku Ké;!@'ﬁeksi Pembangunan menyatakan,

Upaya untuk melak Y rubahan Pemerintah Desa hanya
mengajukan data_ p setiap tahunnya. Untuk proses
merubah satu n : erdapat informasi dari pihak

Kecamatan kemu ukan Musdes, yang membahas

: kinaggZKalau mengikuti kriteria
alpun 2023 memang tidak
I, jadi Kkita disini
ikan. Pemerintah Desa
ang DTKS dioperatori

Lizamgé SITAS Sﬁ%&%ﬁgﬁﬁﬁﬁ;‘f&;ﬂ%ﬁ%ﬁzﬁ
KiAkHAJPACHMAD SIDDIQ

Hal serupa jug]i (ﬁlnMpan EehR(epala Desa Bapak Sampurno

yang menyatakan,

yang dalamg 3 pat

a
C A
0

Upaya pengajuan telah kita maksimalkan dengan mengajukan
laporan terus menerus setiap tahunnya supaya agar ada update dan
berkurangnya warga miskin di Desa Patemon, namun yang saya
herankan disini adalah untuk melakukan perubahan data
kemiskinan sangat sulit sekali, satu nama yang ingin dirubah
membutuhkan waktu yang lama, tidak diketahui apa yang terjadi

8 Eko Evi Wugiantoro (Kepala Dusun Krajan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21
November 2023.

81 Abdullah Hasin (Wakil Ketua BPD), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 19
November 2023.

2 Muhammad Hendra (Kepala Seksi Pembangunan), diwawancarai oleh Peneliti,
Patemon 21 November 2023.
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sehingga membuat lama dalam perubahannya, sedangkan dari
pihak Desa telah melaksanakan aturan sesuai Undang-Undang
yaitu melakukan pelaporan setiap tahunnya ke Pemerintah
Kecamatan.®

Hal serupa juga diungkapkan oleh oleh Bapak Misbahul Ulum

selaku Kepala Dusun Patemon Utara, dan Bapak Guluh selaku Kepala
Urusan TU & Umum yang mempunyai pandangan dan pendapat yang

sama jika,

Setiap diakhir tahun Pemerintah Desa telah melakukan pelaporan
terkait masalah data kemiskinan kepada Kecamatan, kami kurang
begitu memahami seperti apa kelanjutan data yang telah serahkan
kepada Kecamatan apakah diproses atau hanya sekedar sebagali
formalitas saja pelap ng kami sampaikan, kemungkinan
terbesarnya adalah ldporag dagt kami ini diabaikan, faktanya jika
laporan langsung dikegalcm.tecara langsung data yang kemudian
datang akan berubah uai dengan yang telah dilaporkan,
namun tidak seperti i Pemerintah Desa tidak bisa berbuat
banyak karena se salah data kemiskinan datanya langsung
dari Kecamatan, n dari Desa. Maka data yang

diberikan harus di
Dari ha% ml lakukan, pernyataan

tersebut akMsi berupa pengajuan
perubahan setiap tahunnya oleh

PemerintahUDNSSE\ARIRIBAT PeBaSuA RA2N$eabeR berikut,

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

2023.

8 Sampurno (Kepala Desa Patemon), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 22 November

8 Misbahul Ulum dan Bapak Guluh (Kepala Dusun Patemon Utara dan Kepala Urusan

TU dan Umum), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.
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Tabel 2.3
Pengajuan Perubahan Data Kemiskinan
No Nama Alamat Tentang

1. | Abdurrahman Dusun Keloran Pengajuan perubahan
RT 3RW 2 kemiskinan (Telah Mampu)

2. | Sukardi Dusun Krajan RT | Pengajuan perubahan
2RW 1 kemiskinan (Telah Mampu)

3. | Sunardi Dusun Krajan RT | Pengajuan perubahan
2RW 1 kemiskinan (Telah Mampu)

4. | Muhammad Suudi | Dusun Krajan RT | Pengajuan perubahan
2RW 1 kemiskinan (Telah Mampu)

5. | Hosnandani Dusun Krajan RT | Pengajuan perubahan
4 RW 1 kemiskinan (Telah Mampu)

6. | Hottimah Dus |§r jan RT | Pengajuan perubahan
2 1.r kemiskinan (Telah Mampu)

7. | Mardiyah Wn RT | Pengajuan perubahan
2 kemiskinan (Telah Mampu)

8. | Aminnullah D pjan RT | Pengajuan perubahan
1 kemiskinan (Telah Mampu)

9. | Abdul Aziz D Pengajuan perubahan
kemiskinan (Telah Mampu)

10. | Mesra Pengajuan perubahan
emiskinan (Telah Mampu)

11. | Maryam gajuan perubahan
iskinan (Telah Mampu)

12. | Suhud Pajuan perubahan
o J4RWIL | kemiskinan (Telah Mampu)

13. | Ismail UNIVEROS] AXAIVRNEGEBdjuan perubahan
IAL HAIL AGHMAD. SKDI@ (Telah Mampu)

14. | zainuflah =" ™" ' Dusun Krajan RT | Pengajuansperubahan
] EsMv B jE R | kemiskinan (Telah Mampu)

15. | Senti Dusun Krajan RT | Pengajuan perubahan

4RW 1

kemiskinan (Telah Mampu)

Sumber: Dokumentasi 18 Desember 2023
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Mengacu dari hasil wawancara dan dokumentasi yang kemudian
timbul suatu pertanyaan dengan nada alasan mengapa orang yang dalam
kategori mampu dan bukan termasuk dalam kriteria miskin masih
mendapatkan bantuan apakah telah terjadi secara turun temurun, hal ini
kemudian diungkapkan melalui pernyataan dari Bapak Muhammad
Hendra selaku Kepala Seksi Pembangunan menyatakan,

Berdasarkan hal ini memang datanya kurang tepat sasaran dan telah
terjadi sacara turun temurun mendapatkan dana Bantuan sosial,
saya juga kurang begitu memahami seperti apa pendataan
kemiskinan yang dahulu, informasi terbaru bahwa kami akan
melakukan pembenahan yang bagaimana sekiranya nanti akan
lebih tepat sasaran.®®

)|
Kemudian terdapat frbog'_pr pendapat yang dilontarkan oleh
Bapak Abdullah Hasin selaku Il Ketua BPD beliau menyatakan,

Sepertinya hal itu tid
hal ini terjadi kagen
meraka tidak men
di masyarakat

tau mungkin bisa juga, dikarenakan
datang langsung dari Kecamatan,
pa kondisi sebenarnya yang ada
rang juga semua tergantung

programn emlsklnan kemungkinan
semua j | memang aturan dari
Desa

Selanj ian dinyatakan oleh
Bapak SantgiNdY Bl TideBald DAMPNdn G Bdliau disini meyakini
dan miQlaAletHHAJI ACHMAD SIDDIQ

Untuk penentfanf ki\4rid8 kgmisRinan datanya langsung dari
Pemerintah Pusat, Desa tidak berani untuk merubah data yang telah
diberikan. Jikalau memang masih terdapat nama yang memang
dalam kategori telah mampu yang kemudian masih mendapatkan
bantuan sosial ini karena data kemiskinan telah datang langsung
dari Pusat. Yang saya inginkan adalah semua warga mendapatkan
bantuan, namun hal ini tidak bisa dilakukan dikarenakan program
ini berasal dari Pemerintah Kecamatan bukan dari Desa sendiri, dan

% Muhammad Hendra (Kepala Seksi Pembangunan), diwawancarai oleh Peneliti,
Patemon 21 November 2023.

8 Abdullah Hasin (Wakil Ketua BPD), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 19
November 2023.
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kita yang mau merubah tidak bisa.®’

Hal yang serupa kemudian diungkapkan serta dijelaskan oleh
Bapak Muhammad Saiful Husnan selaku Sekretaris Desa yang dimana
beliau mengutarakan pendapatnya dan menyatakan,

Hal itu memang peraturannya dari Kecamatan dan tetap kita harus
berikan karena memang sudah ditarget, sedangkan kami mendata di
desa patemon tidak sampai dengan target dan tidak sesuai juga
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, di Desa Patemon
dalam menentukan kriteria miskin hanya melihat dari segi
pekerjaan serta penghasilannya meskipun terdapat keadaan kondisi
rumah yang bagus namun namun penghasilannya tidak menentu
maka kami anggap orang ini layak untuk mendapatkan bantuan,
begitupun sebaliknya t‘af,ap g ada yang rumahnya jelek namun
mampunyai sawah danlpen asilan yang cukup serta aset yang
besar maka kami meh a bahwa orang ini tidak layak untuk
mendapatkan bantuan‘E) rgasarkan hal ini pihak Pemerintah Desa
kebingungan sebenarg§ay g memang sesuai dengan Kriteria
kemiskinan itu sebena rti apa.®

Hal berbeda juga len Bapak Eko Evi Wugiantoro

selaku Kepala

Meman ng yang telah dalam
kategorl tuan ini karena dari
turuna ng telah meninggal
seharunya bansos yang dia terima memang harus dihentikan,

namug NEWIE R4 ToaS SEANNE R nama warga yang

i T Fal il | Gegi ai( ya. Sedangkan
ngfmg.ﬁmm tm n musyawarah
Desa dengan g‘e@UW”Bn FEmRa pihak dan melakukan serta
mengusulkan perubahan ke Kecamatan namun apa yang terjadi
lagi-lagi masih saja tetap nama warga yang meninggal tersebut

selalu ada dalam daftar penerimaan bantuan sosial, hingga saat ini
tidak ada perubahan dan data yang keluar masih tetap.®

8 Sampurno (Kepala Desa Patemon), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 22 November
2023.

8 Mohammad Saiful Husnan (Sekertaris Desa), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20
November 2023.

% Eko Evi Wugiantoro (Kepala Dusun Krajan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21
November 2023.



60

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Misbahul Huda sebagai
Kepala Seksi Kesejahteraan disini beliau menyatakan bahwa,

Warga yang masih mendapatkan bantuan meski sudah dalam
kategori bukan miskin alasannya karena dari faktor keturunan,
dalam artian bahwasannya orang tuanya tidak mampu, kemudian
orang tuanya meninggal, secara langsung nama orang tuanya masih
terdaftar untuk selanjutnya Kkita berikan ke anaknya, apabila
anaknya ini masih belum pernah mendapatkan bantuan sama sekalli,
namun apabila anaknya ini sebelumnya pernah mendapat bantuan,
maka bantuan atas nama orang tuanya ini langsung kita kembalikan
laporakan dan dikembalikan ke Negara atau bisa juga dialihkan ke
yang lain yang memang lebih membutuhkan bantuan sosial
tersebut.

= .
Hal serupa diungkap}gjdgj oleh Bapak Misbahul Ulum selaku
Kepala Dusun Patemon Uthﬁ,l &n‘-éapak Guluh selaku Kepala Urusan
TU & Umum yang memp 3(( andangan dan pendapat yang sama

bahwasannya,

Kalau masalah i
perubahan ini Kkar

etahui adalah, ketetapan tanpa
ah dari Pemerintah Kecamatan

datanya, y dalam kategori mampu,
jikalau n nama itu memang
harus tet alaupun. ingin dirubah kami rasa

saja sebagai bentuk
pelapo camatan, seperti apa

kelaniyRIVE KSTTv HSTARTRIECE IR

kelddiaHHA bepr@HNMAVS I [DHH€)telan dilakukan
oleh peneliti mengeljai FFal k#htdRo fRenBapa warga yang telah mampu
dan tidak termasuk dalam kategori miskin sesuai dengan Perda masih
mendapatkan bantuan, yang kemudian selanjutnya memunculkan sebuah
pertanyaan bagaimana Desa menentukan bahwasannya orang ini masuk
dalam kriteria miskin dan kemudian mendapatkan bantuan sosial dari
Pemerintah, hal ini kemudian akan diungkapkan oleh Bapak Abdullah

Hasin selaku Wakil BPD Desa Patemon yang menyatakan,

% Misbahul Huda (Kepala Seksi Kesejahteraan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20
November 2023.

% Misbahul Ulum dan Bapak Guluh (Kepala Dusun Patemon Utara dan Kepala Urusan
TU dan Umum), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.
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Dalam menentukan siapa saja yang masuk dalam kategori miskin
karena kita meninjau dari pekerjaan dan penghasilan yang
didapatkan, kalau mengikuti ketentuan yang ada dalam Perda itu
maka di Desa Patemon tidak ada yang miskin, kalaupun ada itu
mungkin satu atau hanya dua orang saja, hidup di Desa jadi harus
mengikuti kebiasaan yang ada di Desa, lebih mengedepankan
moral, ditakutkan juga terjadinya omongan yang simpang siur tidak
sesuai dan menyebar berita bohong. dapat disimpulkan bahwa
memang tidak bisa mengikuti aturan sesuai dengan Perbub dan
Perda tersebut.*

Hal yang serupa diungkapkan juga oleh Bapak Muhammad Saiful
Husnan selaku Sekretaris Desa yang dimana beliau mengutarakan

pendapatnya dan menyatakan, _x

Ll & TR C . .
Dalam menentukan Jwer a]mlskln memang kami tinjau dari

kehidupan sehari-haf ar=dari penghasilannya dan dari
pekerjaannya yang tida Fe%iap hari dalam bekerja, kemudian
penghasilan dari bek@fjagithh kecil makanya disini kami bantu
melalui bantuan sosiali@a erintah, kalau kita mengikuti 100%
kriteria yang ada aka yang kami takutkan adalah
adanya perbandin Desa lain, Desa lain saja dalam

menentukan krite dak mengikuti semua komponen
Ma g terpenting disini kita

i ppnd ada dalam Perbub,
ikut terlibat untuk

menentukan siapa saja yang masuk dalam kategori miskin
mesk[ﬂNI\fﬂﬂgﬁrﬁé IMMeNE@E/&Btan dalam Perbub

frAY HAJI ACHMAD SIDDIQ

Hal yang sam§ J0a MunfafRanRoleh Bapak Sampurno selaku
Kepala Desa yang menyatakan,

Dalam penentuannya kami disini melakukan Musyawarah Desa
yang dimana semua lembaga ikut andil dalam menentukan siapa
yang termasuk dalam kategori miskin, pertama yang kita pilih itu
dari kehidupan sehari-harinya, kemudian adalah dari pekerjaan dan
penghasilan setiap harinya, di Desa Patemon sendiri masih banyak
buruh tani yang setiap harinya tidak bisa bekerja, kalaupun kerja
karena disuruh orang, kalau tidak disuruh tidak akan bekerja,
melihat dari hal ini bagi kami sudah cukup masuk dalam kategori

% Abdullah Hasin (Wakil Ketua BPD), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 19
November 2023.

% Mohammad Saiful Husnan (Sekertaris Desa), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20
November 2023.
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miskin dan perlu mendapatkan bantuan sosial, meskipun rumahnya
yang bagus, namun pekerjaannya dan penghasilannya tidak stabil.**

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Misbahul Huda sebagai
Kepala Seksi Kesejahteraan yang menyatakan,

Kami menentukannya ditinjau dari pekerjaan, dan penghasilan
setiap harinya yang tidak menentu, jadi kalau mengambil semua
kriteria sesuai dengan Perbub, di Desa Patemon saya rasa tidak ada
yang masuk dalam kategori miskin meski ada hanya satu sampai
lima orang saja, sedangkan data dari Pusat yang memang meminta
25 orang, maka kita harus memenuhi target tersebut. Akhirnya kita
mencari yang memang dalam kategori miskin dengan melihat
pekerjaan, dan penghasilannya. Memang susah kalau 100% ikut
kriteria dalam Perbub tersebut.®

FI:‘J
Hal yang serupa rLPa,('JI ngkapkan oleh Bapak Eko Evi
Walugiantoro selaku Kepala‘l‘.‘)l!yr'l‘Krajan meyatakan,

eria kemiskinan terlebih dahulu kami
syayarah Desa dengan tujuan untuk
dalam kategori miskin ini, saya
ang tidak mengikuti sama persis

ada.dy Perbub tersebut, karena
igKecamatan kalau Desa
apt rga misalkan, maka kita

di Desa tidak sampai
#nya kami berinisiatif

Kalau masalah penent n
mengadakan Musdes
menentukan siapa/Séj
sendiri mengakui

iteria k

Ay e e
KIAI HAJI ACHMAD IDDI%

Senada dengan sebelumnya kemudian disampaiRan oleh Bapak
Muhammad Hendra s'ela!;u Mpaé

Kami mengambil dan menentukan warga yang masuk dalam
kategori miskin di Desa Patemon dilihat adalah dari segi pekerjaan
dan juga dari penghasilannya, meski warga tersebut mempunyai
sawah namun tidak ada pekerjaan dan penghasilan maka tetap kami
bantu, namun tidak melenceng dari persyaratan yang ada dalam
Perbub tersebut, meskipun semua komponen Kriteria miskin tidak

Sel:k:si Bembangunan menyatakan,

% Sampurno (Kepala Desa Patemon), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 22 November
2023.

% Misbahul Huda (Kepala Seksi Kesejahteraan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20
November 2023.

% Eko Evi Walugiantoro (Kepala Dusun Krajan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21
November 2023.
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masuk semua persyaratannya”.®’

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Misbahul Ulum selaku
Kepala Dusun Patemon Utara, dan Bapak Guluh selaku Kepala Urusan
TU & Umum yang mempunyai pandangan dan pendapat yang sama
bahwa,

Kami menentukannya dengan cara melewati Musyawarah Desa,
kategori miskin dengan pilihannya adalah warga tersebut tidak
mempunyai pekerjaan atau mempunyai pekerjaan dengan tingkat
pendapatan yang rendah, yang kemudian dari hal ini mendorong
kami bahwa orang ini dalam kategori miskin dan berhak
mendapatkan bantuan dari Pemerintah Desa.”

= .
Senada dengan Perny’agn /ahg disampaikan oleh Abdullah Hasin,
Muhammad Saiful Husnar; ISi‘mp'urno, Misbahul Huda, Eko Euvi
-l
Wugiantoro, Muhammad Hegdrd,

isbahul Ulum dan juga Guluh yang

ksesuaian Implementasi Peraturan

'yang diberikan oleh Pemerintah

tasi Peraturan Daerah

menyatakan bahwasannya,Keti

Daerah ini akibat adany.

Kecamatan. .

2. Faktor Penduk
Nomor 3 T,

Kabupaten TR TAS ISLAM NEGERI
KLAI dé[ﬁ&uA@HWQ(t&IBBIQnghambat dan

mendukung implemdntdsi MefatiBanEDaRah Nomor 3 Tahun 2020 di
Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, peneliti

amatan Krejengan

kemudian melakukan observasi terlebih dahulu kemudian peneliti
melakukan wawancara terhadap beberapa informan untuk mengetahui
seberepa penting hal-hal yang ada di dalam penelitian yang diteliti ini.
Atas dasar hasil dari penelitian tentang faktor yang menghambat dan

mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 di

% Muhammad Hendra (Kepala Seksi Pembangunan), diwawancarai oleh Peneliti,
Patemon 21 November 2023.

% Misbahul Ulum dan Bapak Guluh (Kepala Dusun Patemon Utara dan Kepala Urusan
TU dan Umum), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.
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Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Hal yang
selalu menjadi sebuah pertanyaan dalam sebuah peraturan adalah tentang
apa saja hal yang menjadi hambatan dan kelancaran dalam suatu aturan
tersebut, sehingga kemudian suatu peraturan itu dapat diperbaiki agar
kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi.

Pemerintah Desa Patemon telah memberikan dan melaksanakan
upaya menanggulangi kemiskinan, namun masih terdapat beberapa
kekeliruan dalam penentuan kriteria kemiskinan yang dimana Pemerintah
Desa Patemon tidak benar-benar mengikuti aturan yang ada didalam
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tepatnya pada Pasal 15, yang
kemudian diatur tentang g@ﬂdkjpelaksanaannya di dalam Peraturan
Bupati Nomor 20 Tahun 202 ';iz@{asal 2.9

Untuk memperkuat ervasi tersebut peneliti melakukan

wawancara dengan Wakil adan Permusywaratan Desa (BPD),

Kepala Desa, serta Se epala Dusun beserta Perangkat
Desa yang a| untu entang, apa saja faktor yang
menghambat tasi Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahu n Krejengan Kabupaten

Probolmggo

BerikdNINERI %d%h&MaNEl@E&Leliti dengan Bapak
AbdulKIMirl*IﬂAM \&QHMS&QQIQaJa faktor yang
menghambat dan mgndikud jaBnrlya Fplementasi Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon, Krejengan, Probolinggo yang
menyatakan,

Faktor menghambat jalannya implementasi salah satunya adalah
terlalu banyaknya program dari Pemerintah, yang akhirnya
keadilan lebih mengarah kepada pemerataan karena dapat dilihat
bahwa banyak sekali program-program yang digelontorkan oleh
Pemerintah Pusat, misalnya program bantuan kemiskinan yang
banyak sekali macamnya. Akhirnya yang ditakutkan adalah
terjadinya tumpang tindih program, disitu kesulitan yang kemudian
membuat implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020

% Observasi, di Kantor Desa Patemon Krejengan Probolinggo, 19 November 2023.
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tidak berjalan sepenuhnya. Jika seandainya pengajuan bantuan ini
dari bawah dan bukan dari Kecamatan, maka warga yang telah
mendapat bantuan misalnya PKH, kemudian untuk bantuan
selanjutnya tidak kita berikan. Jadi jika dikatakan melanggar aturan
sebenarnya tidak juga karena ini sudah dari pusat jika misalnya
bantuan harus diberikan ke 25 orang maka kami harus memenuhi
kuota tersebut. Saya pikir di Desa ini sudah lebih baik, meskipun
kesulitannya terdapat pada banyaknya program yang dikeluarkan
oleh Pemerintan Pusat maupun Daerah yang mengakibatkan
tejadinya tumpang tindih, harusnya Pemerintah jangan hanya
menggelontorkan bantuan yang sifatnya instan, perlu dikaji ulang
mengapa masih miskin dan perlu adanya edukasi, selama ini dari
Pemerintah Desa terutamanya hal ini tidak ada, bantuan tidak
terarah kemana bantuan sasaran dan programnya ini yang sulit.
faktor yang mendukungjr]tuk sekarang itu adanya kejelasan dan
transparansi dalam Ba sial sehingga kita mengetahui sesuai
atau tidak dengan krntfrla! an dan program kemiskinan yang
ada dalam yang ke jatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati Nomor 20 Ta , penerima Bantuan Sosial langsung
sampai kepada orang rsangkutan langsung tidak melewati
atau perwakilan garif#br laig, bahwa meskipun kami tidak
memenuhi semua 0 ria kemiskinan yang ada dalam
Peraturan Bupati{ i enyalahi aturan asalkan tidak

mengamblm ’Win dari Peraturan Bupati
itu. . ‘

Muhammad Saiful Husnan selaku Sekretaris Desa yang dimana beliau

AS ISLAM NEGERI

mengutarakan pen%pa?n an menyat
§!Q]ngtan sasaran dan

program mend kLEg Mgl]BanE cﬁn yang, kedua adalah adanya
pembangunan pembaruan untuk keluarga yang memang tidak

layak, kalau bantuan dari dana Desa, Desa bisa sepenuhnya
mengatur karena kami yang memilih dan bukan langsung dari atas.
Kalau bantuan yang asalnya langsung dari misalnya seperti Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH), kami disini mengusulkan dari
Anggaran Perbelanjaan Desa, ketiga faktor pendukung untuk
jalannya implementasi adalah tersedianya jasa angkutan untuk
memperkecil biaya yang dikeluarkan oleh warga dalam masa
panen, hal ini menurut kami sangat mendukung dalam rangka
jalannya implementasi tersebut.

Faktor yang menghambat terdapat masalah di data, karena data ini

100 Abdullah Hasin (Wakil Ketua BPD), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 19
November 2023.
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asalnya dari Pemerintah Pusat ke Kecamatan dan Desa, setelah
kami periksa ternyata tidak sesuai dengan syarat Kkriteria
kemiskinan tersebut, terdapat warga yang memang dalam kategori
mampu namun masih menerima bantuan sosial, kemudian jika
kami memang betul-betul mencari kriteria yang sesuai dalam
Perbub tersebut maka bisa diktakan di Desa Patemon tidak ada, hal
yang kami takutkan Desa yang lainnya tidak sama. Jika semua
sama rata semua Desa mengikuti kriteria kemiskinan tersebut maka
tidak akan adanya kecemburuan, hal ini dapat di jadikan
perbandingan oleh masyarakat Desa. Apalagi jabatan Kepala Desa
merupakan jabatan politik, jadi untuk meneyesuaikan dengan
kriteria tersebut kami kesulitan.'*

Ungkapan ini kemudian diperkuat dengan pernyataan dari Bapak
Guluh dan Bapak Ulum bg]ﬂi mudian menjelaskan terkait faktor
penghambat dan pendukundfl ann fmplementasi ini,

Faktor yang menghamﬁ'a! yang dialami Pemerintah Desa ini karena
adanya kesalahan d diberikan oleh Pemerintah Pusat
sehingga kemudian m an ketidaktepatan dalam penentuan
kritria sasaran da inan, disini kami kesulitan. Dan
dana bantuan ter disalurkan jadi ini merupakan
mple entasi Peraturan Daerah
san |tu mutlak bila tidak

Nomor
dikerjak
Faktor

mentasi ini tidak ada

seben eperti itu maka harus
seperti itu ﬁﬁ&i arus kami laksanakan dan sampai saat ini memang
belurk N4 SkdrASuISLAM NEGERI

Jﬁlélu;klﬁ}a[ M&M%@ &LQQILQM Huda yang

dimana beliau menme;EikMteﬁaitEak%r penghambat dan pendukung
jalannya implementasi Peraturan Daerah ini,

Permasalahan yang menjadi faktor penghambat ini adalah data,
misalnya data ini yang mengajukan dari Desa kemudian ke
Pemerintah Kecamatan kemudian disaring disana, saya rasa dalam
Penentuan Kriteria Kemiksinan akan tepat, hal ini menjadi salah
satu dari faktor yang menghambat jalannya implementasi Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2020.

Faktor yang mendukung jalannya implementasi sebenarnya tidak

101 Mohammad Saiful Husnan (Sekertaris Desa), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20
November 2023.

102 Misbahul Ulum dan Bapak Guluh (Kepala Dusun Patemon Utara dan Kepala Urusan
TU dan Umum), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.
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ada, karena setiap kali kita mengajukan untuk merubah satu nama
saja ini sangat sulit sekali, dalam menentukan siapa yang berhak
menerima bantuan dan tidak kami mengadakan Musyawarah Desa,
akan tetapi perubahan nama tidak bisa langsung dan hanya sekedar
pelaporan saja ke pihak Pemerintah Kecamatan untuk merubahnya,
dan dalam merubah satu nama membutuhkan waktu beberapa
bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun, terdapat juga orang
yang telah meninggal namun tetap saja masih mendapatkan dana
bantuan sosial, sedangkan dari pihak Pemerintah Desa telah
melakukan pelaporan setiap tahunnya.*®

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Kepala Desa, Bapak
Sampurno, dimana beliau menjelaskan pendapatnya terkait faktor-faktor
yang menjadi Penghambat DanRendukung Implementasi Perda Nomor 3
Tahun 2020 jika, gt L

1]

Faktor yang menghan'L

annya Implementasi ini dikarenakan
kekelirun data yang rkan oleh Pemerintah Kecamatan,
pengajuan data kemiskiiha bukan lagi dari Desa melainkan dari
Kecamatan yangg, mehe n_gsecara langsung, kami disini
menjalankan apa hkan. Kalau melihat Peraturan
Daerah, kami ng tidak sesuai 100% kami
mengikuti \geiteri lam Perbub tersebut, ini
alasan uai dengan Peraturan

pang tidak ada disini,
langsung tidak bisa.

Nam i Y arga Desa Patemon
haruswﬁgﬁ,tﬁkgmtﬂ algﬁiMUﬁﬁgggﬁ%tuk sportif 100%
KA AL iACTEMANS] D Keepannya, datam
masa kepemejintE:wart’:N!s.aﬁl1 ]%I Bngin meningkatkan kualitas
pendidikan, kegehatan' $tunting,-gurd honorer, dana bantuan sosial,
itu penting bagi saya, guna untuk kedepannya nanti yang memang
akan lebih disesuaikan lagi dengan aturan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2020. Untuk mewujudkan generasi yang lebih

membanggakan untuk Desa Patemon dan terlebih lagi untuk
Bangsa dan Negara.'®

Ungkapan berbeda kemudian disampaikan oleh Bapak Eko Evi

Walugiantoro yang dimana beliau menyampaikan pendapat mengenai

193 Misbahul Huda (Kepala Seksi Kesejahteraan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20
November 2023.

104 Sampurno (Kepala Desa Patemon), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 22
November 2023.
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faktor apa saja yang menghambat dan mendukung jalannya Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020,

Faktor menghambat terdapat pada data, misal ada warga yang
meninggal, untuk menggantinya nama yang telah meninggal
prosesnya lama dan panjang, untuk dialihkan langsung ke orang
lain tidak bisa ada prosesnya, banyak persetujuan. Jadi pada intinya
kami mengalami kesulitan pada bagian data, padahal orang tersebut
telah meninggal namun ketika ada bantuan sosial keluar nama
tersebut masih muncul, Pemerintah Desa telah melakukan
pelaporan setiap tahunnya tapi nama orang meninggal tetap
terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, jadi faktor yang
menghambat itu ada pada kesalahan atau ketidaksesuaian data yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada kami Pemerintah Daerah.
Kalau dari faktor pendukung jalannya implementasi ini dari segi
aparat, dari kepolisian HI as sosial, LKD dan yang utama BPD
beserta semua pihak™y ,%b' iajak kerjasama untuk agar kriteria
sasaran dan program= ini=lebih tepat lagi kedepannya yang
kemudian sama deng rap Undang-Undang, supaya suatu saat
program ini lebih tepati§asarall lagi di kemudian hari.'®

Hal serupa juga len Bapak Muhammad Hendra

selaku Kepala Seksi Pe atakan

Faktor a@ karena data memang,
kalau seandainya _Kriteria _kemisknan Kkita yang
mengam saya rasa kita akan
tepat s un bukan Desa lagi
yangwﬁ Mq@émfng dari pusat, kami
han /3 terlmzé&]_J %HM Aaba)nya ifu iﬁt&n&}urut saya yang

y iini

Dan kalau u tuE1 sgat endukung kejelasan dalam
penerimaan bantu alHter a secara umum Musyawarah
Desa yang melibatkan semua plhak dalam penentuan dan pemilihan
warga miskin, itu saja mungkin.'%

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, kemudian
memunculkan sebuah pertanyaan baru ketika data yang telah diberikan
oleh Kecamatan, apakah Desa tidak bisa langsung mengupayakan revisi,

dan tidak menunggu pelaporan setiap tahunnya, dari hal ini kemudian di

105 Eko Evi Wugiantoro (Kepala Dusun Krajan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21
November 2023.

106 Muhammad Hendra (Kepala Seksi Pembangunan), diwawancarai oleh Peneliti,
Patemon 21 November 2023.
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ungkapkan oleh, Bapak Abdullah Hasin selaku Wakil Ketua BPD yang
menyatakan,

Hal ini kembali lagi kepada Pemerintah Desa, terutama Kepala
Desa, kita tahu bahwa Kepala Desa adalah jabatan politik
kemungkinan unutk masalah bantuan yang awalnya data dari Pusat
mendapatkan kuota 20 KK bisa minta lebih dengan minta kuota
ditambah 30 KK misalkan, karena Kepala Desa adalah jabatan
politik karena ada bantuan dia tidak akan mengurangi bantuan
malah akan minta lebih, yang kedua tugas Kepala Desa juga
meningkatkan perekonomian, Kepala Desa dapat dikatakan sukses
apabila perekonomiannya Desanya meningkat, Kepala Desa tidak
punya Undang-Undang, tidak punya Pasal untuk menghakimi
seseorang, jika untuk menjaga ketertiban, kerukunan. jadi Kepala
Desa merupakan peman.ngJ adat. Jadi sekarang ini Pemerintah
Desa itu belum melal;@ BVisi andai kata yang datang dari pusat
10 kuota setelah kita ce‘ri da di Desa ini hanya 5, Pemerintah
Desa Patemon selama iﬂilb;l-eﬁn mengajukan revisi terkait itu.*’

A3

Hal serupa juga diun dan kemudian diperkuat oleh Bapak

Mohammad Saiful Hus aris Desa yang menyatakan,

dengan itu, untuk saat ini yang

Igpora ap tahunnya, karena data
yang ke kami belum mencoba
hal itu, sung.meminta revisi kami belum
yang kami langsung

ot SNVERSITAS Sk AMNEGER 0t ol eapa
s FIALHAIL ACHMAD, SIDDIG
Hal itu beIurrJ kE'niMobB IaEuan saya rasa untuk langsung

merevisi sepertinya tidak bisa, karena ada prosedurnya, bahwa
pelaporan itu harus setiap tahun, jadi kami belum mencoba hal itu,
langsung merevisi ini kan suatu hal baru yang tidak mungkin bisa
langsung diterima di semua kalangan, hal ini ditakutkan
menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi saya selaku
Kepala Desa dalam hal ini sangat berhati-hati, jadi sekali lagi kami
belum mencoba melakukan revisi langsung ketika data ini sudah

197 Bapak Abdullah Hasin (Wakil Ketua BPD), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 19
November 2023.

1%8 Mohammad Saiful Husnan (Sekertaris Desa), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20
November 2023.
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diberikan, karena sudah ada prosedurnya.*®

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Misbahul Huda yang
dimana beliau menyampaikan,

Saat ini kami belum mencoba hal tersebut, dikarenakan untuk
masalah perubahan kami telah melakukan pelaporan setiap akhir
tahun nanti, kalau langsung revisi disaat data datang tidak ada, dan
kami belum melakukan hal itu. Saya rasa hal ini tidak sesuai
dengan prosedur tata cara pelaporan soalnya yang saya tahu
pelaporan perubahan hanya setiap tahun saja. Dan memang kami
belum mencoba langsung melakukan revisi saat data datang yang
telah diberikan oleh pusat.''

Senada dengan sebelumnya ungkapan yang kemudian diutarakan
oleh Bapak Eko Evi Walqg.l.antond yang dimana beliau menyampaikan
pendapatnya, _. |_|

Dalam hal ini, kami A sama sekali dan belum pernah
melakukannya karena jile saya pelaporan dalam satu tahun itu
sudah cukup, ka yadkita melakukan itu untuk apa,
laporan setiap ta k ada perubahan, apalagi kita
melangsungkan r tu datang saya rasa hal ini tidak
akan bisa elakukan sesuai prosedur
kerja s ta kemiskinan setiap

Hal serupa diungkapkan juga oleh Bapak Muhammad Hendra

selaku KepyMe¥§B§Jgaﬁ®JMa§QEERI
SI&I‘M"H‘AH MH‘MMaSm@rlQata kemiskinan

itu saja setiap I]g qq a ada hal lain, kalau langsung
revisi itu masth belum t aksana saya bekerja sesuai dengan
perintah atasan, kalau diperintahkan dikerjakan, jika tidak maka
tidak saya lakukan. Apalagi ini lingkup Desa, ditakutkan kalau kita
mempunyai ide seperti itu maka akan timbul suatu kecemburuan
dengan perkaatan jangan sok pintar, maka kemudian kami hanya
mendengarkan perintah dari atasan saja. Jadi revisi langsung ketika

19 Sampurno (Kepala Desa Patemon), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 22
November 2023.

19 Misbahul Huda (Kepala Seksi Kesejahteraan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20
November 2023.

11 Eko Evi Wugiantoro (Kepala Dusun Krajan), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 21
November 2023.
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data itu datang memang kami belum lakukan dan belum pernah.'*?

Senada dengan narasumber sebelumnya, ungkapan yang sama juga
dinyatakan oleh Bapak Misbahul Ulum selaku Kepala Dusun Patemon
Utara, dan Bapak Guluh selaku Kepala Urusan TU & Umum yang
mempunyai pandangan dan pendapat yang sama jika,

Berkaitan dengan hal tersebut memang belum pernah kami
laksanakan dan hal tersebut sepertinya tidak ada, jadi yang kami
rasakan untuk melangsungkan revisi ketika data datang menurut
kami itu tidak bisa dilakukan karena memang belum pernah ada
sebelumnya, apalagi melihat Desa lain tidak seperti itu, jadi untuk
apa kami lakukan hal tersebut, menurut kami tidak ada keadilan
apabila hanya Desa Patgmon yang menjalankan sesuai dengan
aturan dalam Peratur rah Nomor 3 Tahun 2020 yang
kemudian diatur leb mu lam Peraturan Bupati Nomor 20
Tahun 2023 yang telah.d kan tadi.!*

Dari hasil observasi ancara kemudian diperkuat dengan
dokumentasi berupa ta entasi Peraturan Daerah, bahwa
Implementasi ini tidak ‘ncar karena permasalahan data.

C. Pembahasan Temu

-.ml-m:il penelitian yang didapat

Setelah peneliti m:mo:m'o_u

melalui hasil darj asi. Maka selanjutnya

peneliti melakumiw%ggnm}&mwié&%ﬁldata lebih detail dari
pembahasaKI RTUH A F%C‘FPM ADelgrﬁDPGhtlan tentang

Implementasi Peraturan aEraM\Io orEE% Ehun 2020 di Desa Patemon
Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Data yang kemudian didapat
dan ditampilkan serta di analisis oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian
yang mengacu kepada konteks penelitian, sebelum membahas pembahasan

temuan berikut peneliti sajikan tabel temuan penelitian sebagai Berikut.

12 Muhammad Hendra (Kepala Seksi Pembangunan), diwawancarai oleh Peneliti,
Patemon 21 November 2023.

113 Misbahul Ulum dan Bapak Guluh (Kepala Dusun Patemon Utara dan Kepala Urusan
TU dan Umum), diwawancarai oleh Peneliti, Patemon 20 November 2023.
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Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Dalam
Penanggulangan Kemiskinan di
Desa, Patemon, Krejengan,
Probolinggo? ‘_‘1
&,

| N\ 4
V

L

Tabel 2.4
Temuan Penelitan
No. Fokus Temuan
1. | Implementasi Peraturan Daerah Ketidakvaliditan Data
Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Kemiskinan
Penanggulangan Kemiskinan di
Desa, Patemon, Krejengan,
Probolinggo?
2. | Faktor yang menjadi Pendukung dan Faktor Penghambat
Penghambat Implementasi Peraturan Implementasi:

a. Terlalu banyak program
atau kebijakan.

b. Kekeliruan data
kemiskinan.

c. Belum update data
terbaru.

. Faktor Pendukung

Implementasi:

a. Transparansi atau
kejelasan dalam
penerimaan dana
bantuan sosial
Tersedia sarana dan
rasaran jasa angkutan
aS|I panen bagi warga

KIAI HAJI ACHMA sﬂﬁf@ﬁﬁiiﬁf‘g

JEMBER
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1. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Penanggulangan
Kemiskinan di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten
Probolinggo.

Ketidakvaliditan Data Kemiskinan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti analis
mengenai implementasi Peraturan Daearah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon Krejengan Probolinggo
dinilai penting, karena sebuah daerah akan maju apabila aturan yang telah
ditetapkan dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Pada umumnya, warga miskin biasanya tergolong dalam

™
“golongan residual”, yang ’@Mﬂsekelompok masyarakat yang belum
tahu akan bermacam-macan !‘ei)f@ pemerintah yang telah terfokuskan

secara khusus, melalui IDT esa Tertinggal), secara umum telah

melalui PKT (Program P ya Tunai) Desa, Program Bimas,

Program Peningkatan P dan Nelayan, NKKBS (Norma
Keluarga Kecil Bah j operasi Unit Desa), PKK
(Pemberdayaa& A y Desa dan sebagainya.
Kelompok Mangkau, dikarenakan
kuallitas sun gat rendah sehingga
fasilitas yMkME’R%Mr{SIhM I\LE;QHEBilmanfaatkan dengan
sebagaKJnAInHiAJl Mﬂmptmm% kelompok ini
kurang memiliki kem}imE.JaMdBidlEI, Fgkat pendidikan yang rendah,
kurang dalam perlindungan hukum, serta tidak bisa memanfaatkan
pemberian orang lain dengan benar.™*

Saat ini kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok
yang tengah dihadapi oleh semua negara. Ketidakkuatan, kelaparan,
kebutuhan akan pangan, kemiskinan, adalah salah satu masalah

permasalahan yang signifikan. Jika keadaan seperti ini dibiarkan terus-

menerus maka akan mengakibatkan suatu kehancuran bagi suatu negara,

1 Yulianto Kadji, “Kemiskinan dan Konsepnya” jurnal kemiskinan dan teorinya 01

(November 2013): 2-3, https://doi.org/10.33701/jurnalkemiskinan.v1il1.3554.
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semua cita-cita dan angan-angan akan sebuah pemerataan, demokrasi,
dan kesejahteraan juga akan mengalami kemerosotan.**®

Setiap lapisan masyarakat tingkatan kemiskinan berbeda beda,
perbedaan ini dapat dilihat melalui standart kehidupan mereka pada
umumnya.™™®  namun  kemiskinan  sendiri  merupakan  suatu
ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri dan
keluarga.

Program penganggulangan kemiskinan merupakan salah satu
upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,
guna untuk mengurangi sejumlah kemiskinan yang ada dalam Negeri.
Meskipun seperti itu, hal)@ Ipjrlu diperhatikan selanjutnya adalah
bagaimana agar sasaran da’ [imgﬁn penanggulangan kemiskinan ini

sesuai dan tepat sasaran.
Peraturan Daerah No
Kemiskinan merupakan
Probolinggo, un
kesejahteraan

informasi seca

hun 2020 Tentang Penanggulangan
Pemerintah Daerah Kabupaten
kemls inan, dan meningkatkan
gkah langkah bertukar
elaksanakan kebijakan

penanggulan

ImpIMMMsEBe%J M@QMMMQ telah dilaksanakan
di DeSMMAJ%&CWMM[’QOImggO namun
pada kenyataannya tprdpalVketlBakkesRian yang ada pada Pasal 15
Tentang Kriteria Sasaran dan Program Kemiskinan, yang kemudian diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang
petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal
2 yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

Didalam aturan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 yang

menjelaskan tentang :

15 Mawardi Abdullah, Pengentasan Kemiskinan Perspektif Tafsir Haraki dan Ijtima’i
(Jember: Stain Jember Press, 2013), 1-3.

1% Sa’ad Ibrahim, Kemiskinan dalam Perspektif Al-Quran, (Malang, Universitas Islam
Malang Press, 2007), 17.
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(1) Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (2) huruf a,
dapat menggunakan kriteria nasional atau kriteria kemiskinan yang
telah digabung dengan kriteria kemiskinan Daerah.

(2) Tata cara atau mekanisme penentuan Kkriteria kemiskinan sebagaimana
dimaksud pada (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.'*’
Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 23

Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (2) kriteria kemiskinan itu antara lain:

a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang.

b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu

murahan.

c. Jenis dinding tempa’tméﬁj dari bambu/rumbia/kayu berkualitas

rendah/tembok tanpa lil? ﬂ(

d. Tidak memiliki fasil ng air besar/bersama-sama dengan

rumah tangga lain.
e. Sumberpeneran tidak menggunakan listrik.
f. Sumber darl sumur/mata air tidak

terlmd

Bahan |har| adalah  kayu

baka

h. HaW%Wﬁ&éﬁyM/ngh seminggu.

i KA T s ACdTMAL S Y.

j. Hanya sanggyp ak&kselBnykk Ru/dua kali dalam sehari.

k. Tidak  sanggup membayar biaya  pengobatan di
Puskesmas/Poliklinik.

I.  Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan
luas tanah 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh
perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan
dibawah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.

m. Pendidikan tertinggi Kepala Rumah Tangga adalah tidak

17 Kabupaten Probolinggo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 15.
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sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.

n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan
minimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda
motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang
modal lainnya.™®
Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, hal ini

relevan dengan teori implementasi kebijakan pada tahapan proses
implementasi yang terbagi menjadi tiga diantaranya,
1. Interpretasi.
Tahapan awal interpreltasi merupakan penjelasan mengenai
kebijakan yang awalnygﬂfs“f}t abstrak ke dalam kebijakan yang
lebih konkret. Dalam tah’abap’ﬂquretasi ini tidak hanya menjabarkan

saja melainkan juga ber engan mengsosialisasikan kebijakan

kepada seluruh masyargka r terpenuhinya arah, tujuan, dan

sasaran kelompok ke

9
2. Pengorganisagian.
Dalam & emproses pengaturan dan

penetapan an dan siapa pelaku

pelaksan : yang diperlukan,

bagaimmmﬁﬁsmdrﬁ%h@éﬂﬁgwebut, sumber atau
perKLMyHAH AQHMARkSm\Dl%gungjawabkan,
penetapan sarana Jdal. pivdardd, feneRpan tata kerja, dan penetapan
kepemimpinan serta koordinasi pelaksana kebijakan.
a. Pelaksana kebijakan.

1. Kantor, badan, UPT (unit pelaksana teknis)

2. Sektor swasta

3. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

4. Masyarakat

18 Kabupaten Probolinggo. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 2 tentang
petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020.

9 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 90.
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Dalam hal ini penetapan serta pelaksanaan tidak hanya
terpaku pada siapa saja yang melaksanakan, akan tetapi
ditetapkannya juga tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung
jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan tersebut. **°
b. Standar Prosedur Operasi.

Dalam berbagai macam pelaksanaan kebijakan sangat
penting ditetapkan dan diterapkan SOP (Standart Operasional
Procedure). Agar dalam pelaksanannya dapat menjadi pedoman,
petunjuk, serta referensi untuk para pelaksana kebijakan agar para
pelaksananya dapat mergetahui apa saja yang perlu disiapkan dan
dilakukan, agar me’r@abfn hasil dan kepuasan yang ingin
dicapai dari pelaksan’ah@{kan tersebut.*?!

c. Sumber Keuangan dangP. tan.

ngan dan peralatan menjadi salah

melaksanakan suatu kebijakan.
Besarnyag.pene nggar. untuk melaksanakan
kebijakh n € jgPis serta macam-macam
kebijMan juga dengan besar
kecilr . pa adanya peralatan
yandJNLMER&IﬁﬁL@laQMr%QER)[ang sesuai  dapat
KJALMI M&MARnSIMiLQannya dalam
melaksanakankelijate. B E R

d. Penetapan Managemen Pelaksanaan Kebijakan.

Penetapan su

satu hal yang di

e
|

Pada tahapan ini penekanan terdapat pada penetapan pola
koordinasi dan kepemimpinan ketika dalam pelaksanaan
kebijakan. Apabila dalam melaksanakan kebijakan dengan
melibatkan lebih dari satu lembaga atau pelaksana kebijakan maka

pola kepemimpinan haruslah jelas dan tegas dengan menentapkan

120 joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 91.

121 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 92.
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salah satu lembaga pelaksana kebijakan sebagai koordinator,
dengan melaksanakan kebijkan tersebut dan mengatur semua
lembaga yang berada dibawahnya.'??

e. Menetapkan Jadwal Kegiatan.

Agar berjalannya proses pelaksanaan kebijakan ini menjadi
lebih baik, maka perlu adanya penetapan jadwal kegiatan yang
bertujuan tidak hanya dijadikan sebagai pedoman dalam
melaksanakan kebijakan melainkan juga dapat dijadikan sebagai
standart untuk menilai kinerja pelaksana kebijakan.'?*

3. Penerapan atau pengaplikasilan.
Pada tahapan ini pene’:@nlgjatu proses pelaksanaan implementasi

kebijakan ke dalam r’ebl'lt%]g sesungguhnya. Pada tahapan
R

pengaplikasiaan kebijakan merupakan suatu wujud dari
pelaksanaan kegiatan S asing yang telah disebutkan dan

dijelaskan sebelumn

Dalam hal igi, Des m melakukan pengorganisasian
dengan dengana Mtugas tidak dilakukan
kontrol moanesalahan-kesaIahan,
penyimpanga = ; laksanaan tugas ada
kontrol monH)HrIé/ @B@H&éd@h@&hﬁlﬁmﬁ&hyimpmgm tersebut
sehinggKJAJ HQAJIdAGHMABbﬁlI&DI%h agar akibat

buruk dari kesalahan s§rtdpedyimBndin tRak berkelanjutan.

Maka berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti

dapat diambil kesimpulan bahwasannya, Sasaran Penentuan Kriteria
Kemiskinan di Desa Patemon tidak semua sesuai dengan komponen
kriteria kemiskinan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2020, yang pelaksanannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

122 joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 93.

12 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 93.

124 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 94.
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Nomor 20 Tahun 2023, Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas,
maka ketidakvaliditan data yang terjadi di Desa Patemon Kecamatan
Krejengan Kabupaten Probolinggo diakibatkan karena adanya sistem
pengorganisasian yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya dengan
baik, yang kemudian data kemiskinan yang diberikan oleh Kecamatan
tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di Desa Patemon yang membuat
dana bantuan sosial tidak tepat sasaran, bahkan dalam kategori mampu
masih mendapatkan bantuan sedangkan yang memang dalam kategori
miskin kurang mendapatkan bantuan dan perhatian dari Pemerintah Desa
Patemon. Atas ketidaksesuaian Idalam pemberian data oleh Kecamatan
maka Pemerintah Desa Pa;@ﬁl,’i(hirnya dalam menentukan sasaran
kriteria kemiskinan hanya béﬁo‘{gﬁda pekerjaan dan penghasilan dari

setiap individu dan tidak men ilksemua komponen kriteria kemiskinan

yang telah diatur lebih lanjut g@l raturan Bupati 23 Tahun 2023 Pasal
2 Ayat (2).

2. Faktor Penduku

Nomor 3 Tahu

tasi Peraturan Daerah
ecamatan Krejengan

Kabupaten Pro

a. Faktor Pendyi\ppyVERSITAS ISLAM NEGERI
1. Trarwrﬂrfi HATIeﬁ@HMREi@IUm@wan sosial
Transparansi (jalzﬁ Rweﬁnaﬁ? ﬁntuan sosial merupakan hal

yang sangat penting dan mendukung agar dapat mengetahui siapa yang
memang dalam kategori miskin layak mendapatkan bantuan dan yang
dalam ketegori mampu yang memang seharusnya tidak menerima
bantuan sosial, dapat mengetahui jumlah aspek penganggaran serta
terawasinya kuantitas dan kualitas bantuan saat diterima masyarakat.
Hal ini relevan dengan teori model faktor kedua yang
mempengaruhi implementasi kebijakan salah satunya menjelaskan

tentang karakteristik kebijakan diantaranya,
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a. Isi dari kebijakan yang jelas.
b. Kebijakan yang memiliki dukungan teoritis.
c. Sumber daya finansial yang besar dari kebijakan tersebut.

o

Adanya dukungan dan keterpautan antar dari berbagai instanti

pelaksana kebijakan.

e. Kejelasan dan kekonsistenan terhadap aturan yang berlaku pada
badan pelaksana kebijakan.

f.  Komitmen aparat terhadap apa yang menjadi tujuan kebijakan.

g. Akses yang besar dan luas yang dapat menjagkau kelompok-

kelompok luar agar ibut berpartisipasi dalam implementasi

kebijakan, 12 Ay
: T\ 4 . : .
2. Tersedianya sarana dan Erisﬂﬁ jasa angkutan hasil panen bagi
warga miskin -

Sarana dan prasaran

bagi masyarakat, sela diakannya sarana dan prasarana
dapat membﬁiu meipercepat proses Kerja,

kan sebuah bantuan yang berharga

mengurangi dapat mempermudah

segala sesua i an serta aktivitas warga

sekitar.

Hal WI\’MT&%&M&M NFSHER ktor  Kedua yang
meMuHAMerA@aHW Sl@DJQa menjelaskan
tentang karakteristik HernivdaldBanHiadRaranya,

a. Tingkat kesulitan masalah yang dihadapi.

b. Tingkat keanekaragaman dari kelompok yang dituju.

c. Keseimbangan kelompok tujuan dengan total dari populasi.
d. Perubahan prilaku yang diharapkan.'?®

125 Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Surakarta: Unispri
Press, 2020), 19, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-
Kebijakan.

126 Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Surakarta: Unispri
Press, 2020), 20, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-

Kebijakan.
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3. Ketepatan pembangunan bagi masyarakat yang membutuhkan

Saat ini kebutuhan akan ketepatan dalam pembangunan sangat
dibutuhkan untuk masyarakat yang memang dalam kategori miskin,
dengan ketepatan dalam pembangunan hal ini dapat membuka
lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar untuk mencapai
tujuan berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, efektif dan
efisien.

Hal ini relevan dengan teori model faktor kudua yang
mempengaruhi implementaﬂ kebijakan salah satunya menjelaskan
tentang karakteristik Iingl}@‘allfjiantaranya,

a. Keadaan ekonomi, so%llwuan teknologi di masyarakat.

b. Terdapat dukungan pulli “ adap adanya sebuah kebijakan.

127
h.

c. Sikap dari masing-ma mpok pemili

Dalam teori yan I tas bahwa Implementasi akan
berjalan den

gag.lancar a dalamy, organisasi patuh dan taat
terhadap per t &

b. Faktor Pengh

am N,
1. Terlalu ba

Saat Wﬁwla&ﬁaﬁg@% ME% bermacam-macam
variKlAInHAHrA@HMd@Dn &IWQrapan), RTLH

(Pendataan Rumat] THakMayBk HiniR bantuan dana desa, dan lain-

lain. Akibat terlalu banyaknya program ini membuat terjadinya

tumpang tindih antara program yang satu dengan yang lainnya
sehingga terjadinya suatu hambatan dalam implementasi ini, program
bantuan ini sifatnya instan dan dapat menimbulkan ketergantungan,
sehingga Pemerintah Desa Patemon perlu mengkaji ulang, dan
memberikan edukasi agar masyarakat tidak ketergantungan kepada

bantuan sosial yang sifatnya hanya instan.

127 Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Surakarta: Unispri
Press, 2020), 20, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-

Kebijakan.
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Hal ini relevan dengan teori model kesatu faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan, menjelaskan tentang sumber
daya yang terbagi menjadi dua, diantaranya komptensi implementator,
dan sumber daya finansial. Kompetensi implentator berkaitan dengan
jumlah staff, keahlian, dan informasi dan pemenuhan sumber-sumber
mengenai pelaksanaan program. Apabila jumlah sumber daya manusia
tidak memenuhi kuota dan keahlian yang tidak memenuhi standar
maka dapat menimbulkan ketidakefisiensian sehingga program atau
kebijakan pemerintah tidak berjalan dengan lancar. Sedangkan sumber
daya finansial adalah ya Mg—fﬂentukan dalam membelanjakan dan
mengatur keuangan mél _p'@]yedlaan uang, pengadaan staff,

maupun pengadaan supgyvi dalam  melaksanakan kebijakan

ataupun program diantar or, peralatan, dana yang mencukupi,

apabila dalam finansi
program dapatberjala
2. Kekeliruan&

Dalam Wt ini pengajuannya
bukanlah ng dari Pemerintah
Pusat seHNQXEMLI%J%AMM%QE@ keluar tidak sesuai
den&l%ﬂAl&aﬁ@ﬂMAﬁg@]D@%embum dalam

penentuan sasaran] ddn KNferiB kdmiskinan tidak sesuai dengan apa
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020

kurangan maka sangat mustahil

yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun
2023.

Hal ini relevan dengan teori model kesatu faktor yang
mempengaruhi  implementasi  kebijakan, menjelaskan tentang
Disposisi/sikap, watak karakteristik implementator seperti halnya

kejujuran, komitmen, demokrasi, ikhlas, bertanggung jawab, disiplin,

128 Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Surakarta: Unispri
Press, 2020), 18, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-

Kebijakan.
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dan lain lain. Sikap yang dipunyai oleh implementator ini dapat
menjadikan salah satu faktor yang teramat penting dalam pelaksanaan
implementasi kebijakan agar dalam proses pengelolaan data sesuai
dengan kedaan yang sebenarnya sehingga tidak timbul kekeliruan.
3. Belum update data terbaru

Update atau pembaruan merupakan hal yang penting untuk terus
dilakukan karena dengan adanya pembaruan data yang terbaru, dapat
mengetahui kondisi masyarakat yang sesungguhnya, namun saat ini
Pemerintah belum memberikan update data terbaru sehingga nama-
nama yang telah masuk dalam kategori mampu masih tergolong
miskin dan tetap mendapgﬁrlqantuan sosial, hal ini membuat bagi

yang memang dalam kafebclr ﬂlﬁ(ln kurang mendapatkan perhatian

dan bantuan dari pem jnfahm bahkan nama orang yang telah
meninggal masih ada danjiét asuk dalam kategori miskin, dari hal
ini menimbulkan ke ketidaktepatan, sedangkan data

|aJukan setiap tahunnya

laporan perubaghan k telah

oleh Pemen& kukannya perubahan.
MMU faktor yang

mempeng kan tentang Struktur

B|rokrasmﬂwgmgﬁ%llﬁbwmgﬂ%ktur dari organisasi

anMnHAJr]gMHMA@D k&[ﬁmlﬁg pengaruhnya

sangat besar terhhddn iNbleBenkasi Reebijakan, untuk mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan yang namanya SOP,

SOP ini diperlukan sebagai pedoman bagi pelaksana kebijakan agar

terhindar dari ketidakkonsistenan kualitas, resiko kecurangan yang

tinggi, penurunan produktivitas dan lainnya.*?®

Model faktor implementasi kebijakan lain menjelaskan bahwa
implementasi ditentukan oleh konteks dari kebijakan, dalam hal ini meliputi

isi dari kebijakan antara lain:

29 Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Surakarta: Unispri
Press, 2020), 19, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-

Kebijakan.
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Terpengaruhinya kepentingan oleh kebijakan.
Manfaat yang memberikan suatu hasil.
Perubahan yang diperlukan.

Derajat bagi pembuat kebijakan.

Pelaku pelaksana kebijakan program.

© a0k~ 0w N e

Sumber daya yang di keluarkan.

Kemudian konteks kebijakan itu sendiri meliputi:

1. Kekuasaan, kepentingan, strategi bagi pelaksana yang terlibat.

2. Karakteristik institusi dan para penguasa.

3. Tunduk dan mempunyai d’a_@faqup para pelaksana kebijakan.*?
Kebijakan publik umumnyé_meﬁl(l resiko untuk terjadinya sebuah

kegagalan, artinya tidak terimpleme bahwa pelaksanaan kebijakan tidak

sesuai dengan yang telah diren sebelumnya kemungkinan akibat

terjadinya hal ini dikarenakan yang tidak mau bekerjasaman,
melaksanakan pekerjaan ekerja engan tergesa-gesa, dan
tidak sepenuhnya me asalahan yang tengah
dihadapi, sehingga Mlamkaﬂ, hambatan-
hambatan yang mer ' nggulangi. Akhirnya
mengakibatkan mp%\éﬁﬁ&% MMRI
BerdasMnk]aAMyMe[ﬁlM&Daiﬁlw&rik kesimpulan
bahwasannya implementasi keijakdd fBlaFlad&ya adalah suatu cara agar
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih maupun kurang. Dalam
melaksanakan implementasi publik terdapat dua pilihan, yaitu secara langsung
dalam bentuk program ataupun berbentuk formulasi kebijakan derivat yang

artinya turunan dari kebijakan publik tersebut.**

30 joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Surakarta: Unispri
Press, 2020), 21, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-
Kebijakan.

31 Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Surakarta: Unispri
Press, 2020), 23, http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-

Kebijakan.
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Dalam suatu pelaksaan sebuah aturan pada setiap daerah pasti akan selalu
mengalami yang namanya suatu proses yang mendukung serta menghambat
jalannya suatu aturan tersebut. Maka kemudian memerlukan suatu proses yang
lama agar hal yang menghambat jalannya sebuah aturan dapat diperbaiki sehingga
kemudian berjalan dengan baik selain hal yang mendukung terdapat juga hal yang
menghambat dalam sebuah aturan, yang dimana dengan adanya faktor yang
mendukung ini, dapat mengetahui letak sisi positif sehingga kedepannya sebuah
aturan tersebut dapat kembali dikembangkan dan menjadi lebih baik lagi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya faktor yang menjadi
pendukung serta penghambat terhadap}alannya Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2020 meliputi, ’_‘71_,’] _/
Faktor Pendukung Implementasi antéé Ia'i"'/

ana bantuan sosial.

"ar

1. Transparansi/kejelasan dalam pe
2. Tersedia sarana dan prasarana kebgiiu sa angkutan hasil panen.
3. Ketepatan pembangunan bagi I 40 membutuhkan.
Faktor Penghambat Implgmentas alai

1. Terlalu banyak prog&i 4

2. Kekeliruan data k

F X
3. Belum update data ;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER




BAB V
PENUTUP

Pada bagian akhir dari penyusunan skripsi ini, peneliti mencantumkan dua

point yang harus diketahui yaitu tentang, yang pertama adalah kesimpulan akhir

dari isi skripsi ini yang telah dibahas oleh peneliti pada bab sebelumnya, dan yang

kedua sebagai yang terakhir adalah memuat saran-saran.

A. Kesimpulan

1.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Patemon
Kecamatan Krejengan Kabuw"l robolinggo dalam Penanggulangan
Kemiskinan. Desa Patem tej.a l_)nelaksanakannya namun terdapat
ketidaksesuaian dalam Perdaﬂ”!s;l'iS tentang Penetapan Rumah Tangga

emudian diatur lebih lanjut didalam

dan Individu Sasaran Progra

Peraturan Bupati Nomo

Peraturan Daerah pada B@s

dengan fakta Y3 e _
dikarenakan adanya KeKell

data kemiskig

m-elal-<ukan Wﬁqvmtlip}\t@lf%ﬁﬁ]ﬁ%(ﬂﬁinya Perubahan yang
dlberleIOKT ﬁ(ﬁr]TaAmangfIBﬁlﬁngga membuat

data yang diterima tijialtseﬁi ﬁng@ lﬁadaan sebenarnya masyarakat
Desa Patemon.

Tentang Petunjuk Pelaksanaan
g Kriteria Kemiskinan berbeda
ab ketidaksesuaian ini
N_ada update terbaru terkait

Desa sendiri telah

Faktor-faktor pendukung serta penghambat jalannya Implementasi Perda
Nomor 3 Tahun 2020, beberapa faktor pendukung dan penghambat
jalannya implementasi. faktor pendukung jalannya implementasi
diantaranya, Transparansi atau kejelasan dalam pemberian dana bantuan
sosial, Tersedia sarana dan prasarana kebutuhan jasa angkutan hasil
panen, dan Adanya ketepatan suatu pembangunan bagi masyarakat yang
yang benar membutuhkan. Sedangkan faktor penghambat diantaranya,

Banyaknya program banstuan sosial yang dikeluarkan sehingga

86
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menyebabkan terjadinya tumpang tindih, Adanya kekeliruan atau
kesalahan data yang diberikan oleh pihak Pemerintah Pusat kepada pihak
Pemerintah Desa Patemon, Belum adanya update data terbaru dari pihak
Pemerintah Pusat, sedangkan laporan kemiskinan tahunan telah

dilaporkan ke pihak Kecamatan.

B. Saran-saran
Setelah melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2020 dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Patemon
Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Diperoleh dua temuan yang
kemudian dapat dijadikan sebaggi_ﬁqg kan untuk bahan pertimbangan serta
bahan untuk penyempurnaan ﬁrfgr l_rpotensi untuk terus meningkatkan

upaya dalam penentuan Sasa _'dan Kriteria Kemiskinan dalam

Menanggulangi Kemiskinan
1. Implementasi Perda N 2020 tentang Penanggulangan
kemiskinan di Desa Pa uai dengan Kkriteria kemiskinan
yang ada dala i ketidakvaliditan data,
disarankan Pe update data terbaru

dan diberikan sesuai

dengan. kea@wlvgmhgsml%lwym@gm dana bantuan sosial
yang SR AJTA CHREAD SIDDIQ

2. Pelaksanaan Implem taﬁf szla ﬂorE)r ?{Tahun 2020 di Desa Patemon
tidak luput akan faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi
tersebut, diantaranya faktor pendukung, transparansi/kejelasan dalam
pemberian dana bantuan sosial, tersedia sarana dan prasarana kebutuhan
jasa angkutan hasil panen, ketepatan pembangunan bagi masyarakat yang
membutuhkan. Faktor Penghambat, terlalu banyak program atau
kebijakan, kekeliruan data kemiskinan, belum update data terbaru, maka
disarankan Pemerintah Desa Patemon lebih memperhatikan terkait faktor
yang mejadi hambatan dengan melakukan perbaikan secara bertahap agar

penentuan kriteria kemiskinan menjadi lebih sesuai, sedangkan untuk
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faktor yang menjadi pendukung agar lebih diperkuat kembali, sehingga
kedepannya menjadi lebih tajam dan memberikan nilai positif dalam

mengurangi ketidaktepatan penentuan kemiskinan.

2,

.lf —

<
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(
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